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~ PERJANJIAN KERJA SAMA .
« ;
. ANTARA '
§ PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA ]
? DAN :
\ RIPI'O USMANI *»,
b+ TENTANG *
“ PELAYANAN KELUARGA BERENCANA METODE KONTRASEPS] JANGKA '
i PANJANG DI KOTA YOOYAKARTA PADA KLINIK PRATAMA BRIMEDIKA
I g
ﬁ NOMOR 14 /PKS.YK/WND.14/AGT /2023 '-;':
,} NOMOR :  B.168-11/PKS/BRIMED/08/2023 £
]
$ Pada hari ini Selasa, tanggal lima belas, bulan Agustus, tahun dua oby dua EE
o puluh tiga (15-08-2023), bertempat di Yogyakarta, yang bertandatungan di ﬁ
03 buwah ini: %
- h
i . EDY MUHAMMAD : Kepala Dmas Pemberdayaan Perempuan 'ﬁ*
&> Perlindungan  Anak  dan Pengendalian -

N

Penduduk dan  Keluargas Berenicana Kota
Youyakaria, yang dinnghat berdasarkan Surat
Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor
555/Pem.D/BP/D.4  tanggal 30 Desember
2020, dalzm hal ini bertindak untuk dan atas
nama Pemerintah Kola Yogyakarta berdasarkan

LES

-

HAI e

L L L L X L X

E Surai Kuasa Walh Kota Yogynkarta Nomor :{..:
.:_' 500.12.17.1/4478 tanggal 04 Agustus z::rz_:s g.
s berkedudukan i Jalan Kenari Nomor 56 :
> Yopvakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK -
& KESATU, dan 3
ﬁ |
* [l. RIPTO USMANI . Karyawan BUMN, Warga Negara Indonesia,

':: pemilik Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -
. Induk Kependudukan 317 1050603620006, %
% beralamat di Jalan Pramukasari [V KOMP. BRI .
» HLK A 17 RT/RW 009,005 Rawasari, Cempakau ;
b Putih, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota be
£ Jakarta, dalam bal ini bertindak atas nama P
§ dirinya sendid, untuk selanjutnya disebut A
ﬁ PIHAK KEDUA.

L

Ei Selanjutnys PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secarn bersama-sama %
:*: disebut PARA PIHAK, masing-masing disebut PIHAK, f
: :
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PARA PIHAE terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai betikut:
I. PIHAK KESATU adalah perangkat daemsh yang merupakan wunsur

o

pembantu Wali Kot Yogyskarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Yopyakarta dalam pepyelenggaraan urusan pemerintahen di
bidang pemberiayaan peretipuan  den  perlindungan  anak,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

MHAK KEDUA adalah Pemimpin Cabang Klinik Pratama BRIMedika
vang beralamat di Jalan Brigjen Katamso No, 21 Keparakan
Mergangsun Yopyakarts yang telah memiliki 1zin Operasional Klinik
Berdagirkan Surat Keputusan Kepala Dines Keschatan Kota
Yogyakarta Nomor: 503/0047/Klinik /1v/2021.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional
Keluarga Berencana, PARA PIHAK perlu periu mengatur pelaksanaan
pengeunsan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana dalam
Perjanjian Kerja S#ma.

PARA PIHAK telah melaksanskan kegiatan secars hersama-sams
tuntuk menyelenggarakan pelayanan Keluarga Berencana Metode
Kontrasepsi Jangka Panjang sejak 31 Januari 2022 wetapi PARA PIHAK
hary dapat mengatur pelaksanaan kerja sama tersebut  daelam
Perjanjian Kerja Sama ini.

PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Hersama tentang
penyelenggaraan  Kerja  Sdama Dalam  Pelaksanaan  Program
Pembangunan dan Pelayanan Publik di Kota Yogyakarta Nomaor
13/KB.YK/UM.01 /AGT/2023; B.167-111/PKS/BRIMED /08 /2023,

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk
mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Keluarga
Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang di Kota Yogvakaria pada
Klinik Pratatia Brimedika, unrok selanjutnye disebut Perjanjian, dengan
syarat dan ketentuan sebagai berikui:

Paual 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud:

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakartd vang selanjutnya

disehut DP3AP2KBE Kota Yopyakarta adalah perangkat daerah di

lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang mempunysl  [UEas
membantu Wali Kota Yogyakarta dan Dewan Perwskilan Rakyat Daorih

Kota Yogyakaria untuk menyelenggamkan urusan pemerintahan bidang
pemberdayuan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk
dan keluarga berencana di Kots Yogyakarta,

halaman 2 darl 13 halaman
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2. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan Bidan vang
diakul pemerintah dan organisasi profesi di wilayah Negara Republik
Ihdonesia serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk deregister,
sertifikasi dan atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan

£

L XXX

2 L L
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4 praktik kebidanan. &
;i 3. Fasilitas Kesehatsn vang selanjuinya disebut Faskes adalah suatu alat .
:..F dan/dtau  tempat yang digunakan untuk menyvelengearakan upaya ¢

L L)

pelavanan Keschatan, balk promotif, proventif, kumtif, maupun
rehabilitatfl yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
dan/falau mhasyarakat.

i

BOKB adaloh DAK Non Fisik yang dialokasikan kepada Daerah untuk
melaksanakan kegiatan yvang disesuaikan dengan kewenangsn Daerah
datam mendukung upays pencapaian sasaran prioTitas pembangunan
keluarga, kependudukan, den keluargn berencana.

. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang yang sclanjutnya disebut MK.JIP
adalah alat kontrasepsi yvang digunakan untuk menunda kehamilan,
serta menghentikan kesuburan yang digunakan dengan jangka panjang
meliputi alar kontrasepsi dalam Rahim IUD, Implan dan kontraseps
mantap Metode QOperasi Wanita (MOW) dan Metode Operasi Pria (MOF).

7. Keluarga Berencana vang selunjutnya disebut KB adalah upaya mengatur

i

H

:
® 4 Dana Alokasi Khusus Non Fisik Subbidang Keluarga Beréncana yvang :
& selanjutnva disebut DAK Non Fislk adalsh dana yang dialokasikan %
:t: kepada Dacmh untuk membiayai operasional kegintan program prioritas ﬁ
ﬁ; nasional dalam pelaksanaan urasan pengendaban penduduk  dan *
-.: keluarga berencana yang menjadi urusan dacrah guna meningkeathan g
% capaian polaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan,
4 dan keluargs berencana. E
F-i; 5. Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut !

e
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i:i kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan,
- melalui  promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak
reproduksi unmk mewnjudkan keluarga yang berkualitas.

% 8. Program Jaminan Kesehalan Nasional yung selanjutnya disebut JKN ‘s
: A adalah program jaminan kesehatan berupa perlindungan keschatan agar ¥
; peserta JKN memperoleh  maniaat pemeliharaan dan peﬂindung:ag §
. keschatan dalam memenuhi kebutuhan dasar keschatan yung diberikan *
d kepada setiap orang yang relah membayar luran Jaminan Keschatan atau {
‘:‘ luran Jaminan Kesehatannya dibavar oleh Pemerintah Pusat atau E
i

Pemerintah Dacrah. '
9, Badan Penyelenggars Jaminan Sosial Keschatan ying scla{uutnyza
disehut BPJS Keschatan adalah badsn hukum yang dibentuk

.

L

.
am

XL

] berdiasarkat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2011 tentang Badan E'?u
:.E Penyelenggara Jaminan Sosial jo. Undanyg Undang Nomor 11 Tahun 2020 '&
7 ®
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tentang Cipta Kerjn yang berfungsi untuk menyelenggarakan program
jaminan kesehatan.
10. Farmulir K/IV/KB adalah kartu status peserta KB,

_% 1), Pengeerakan Pelavanan KB adalah rangkaian kegiatun yang dilakukan
5‘5 oleh Tenaga Lini Lapangan yaitu orang atau sekelompok orang yang

memiliki kepedulian dalam pengelolaan dan pelaksanaan program KB di
Lind lapangan lkepada calon Alsepror atau pun peserta KB apar bersedia
dihadirkan ketempat pelayanan KB serta mendapat pelayanan KB,

12 Kartu Tanda Penduduk Elektronik untuk selanjutnya discbut KTP-el,
adalah kartu tanda penduduk vang dilengkapl chip yang mierupakan
identitas resmi Penduduk sebagai buku diri yang diterbitkan oleh instansi
pelaksana.

13. Pruktik Mandiri Bidan yang selanjutnya disebut PMB adalah fasilitas
pelayanan  kesehatan yang diselenggarakan oleh  bidan  lulusan
pendidikan profesi untuk meniberikan pelayanan langsung kepada klien,

14. Akseptor adalah orang yang menerima serta mengikuti pelaksanaan
program KB.

I5. Pap Smeur adalah alal sereening vang dapat membaniu  dalam
mendeteksi sel-sel abnormal dan kanker dengan cara mengambil sel dan
leher rmhim.

16. Intra Uterine Device yang selanjutnya disebut IUD adalah alat kontrasepsi
yang terbuat dari plastik yang fleksibel dipasang di dalam rahim.

17. Kontrasepsi Implan yang selemjutnya disebut IMP adalah metode
kontrasepsi hanva mengandung progestin dengan masa kerja Panjang
dosis rendah dan reversibel.

18. Kontrasepsi Tubektomi yang selanjuinya disebut MOW adalah Metode
Operasi Wanita yaitu metode kontrascpsi mantap yang bersifat sukarels
untuk menghentikan kesuburan seorgng perempuan,

19, Kontrasepai Vasectomi yang selanjutnya disebut MOP adalah Metode
Operasi Pria yaitu prosedur klinis untuk menghentikan kemampuan
reproduksi pria dengan jalan melakukan pengikatan/pemotongan
saluran sperma (vas deferens) schingga pengeluaran spermu lerhambat
dan pembuahan tidalk terjadi.

30, Hari Kerja ndalah hari operasional kerin PIHAK KESATLU yuitu hari Senin
sampai dengan Jum'al, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh
Pemerintah Kota Yogyakarta.

21. Angearan Pendapatan dan Belanja Daersh untuk selanjutnya disebul
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Yogyakarta
yvang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Yogvakarta.

22. Tim Koordinasi Kerja Sama Dacrah Kota Yogyakartu yang selanjuinys
digebut TKKSD adalah tim yang untuk membantu Wali Kota Yogyakarta
dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah.

23, Dacrah adalah Pemerintah Kota Yogyekarta.
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24, Pemermtoh Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasian pemerinfiehan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh
Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang:
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjinn ini adalah sebagai landasan pelaksanaan kerja sama
antsra PARA PIHAK untuk dapat saling mendukung dalam Pelaksanaan
Pelayanan KB,

i2) Tujuan Perjanjlan ini adalah untuk menyukseskan pelaksanaan kegiatan
pelivanan KB MKJIP di Kota Yopyakarts.

Pasal 3
OBJEK

Objek  Perjanjian  ini  adalsh  Program  Pelayanan KB MKIP  yang
disclenggarakan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:
1. Penyediagn pelayanan KB MEJP oleh PIHAK KEDUA yang meliputi:
Pelayanan kontrasepsi LD,
Pelayanan kontrasepsi IMP;
Pelayanarn MOW;
Pelayanan MOP;
Pelayanan Pap Smear,
Pemberian layanan KIE dan konseling KB dan  keschatan
reproduksi)
g. Distribusi alat/obat kontrasepsi;
h. Pencatatan dan pelaporan; dan
i, Pemibitman, monitoring dan evaluasi pelayanan K8,
2. Pelaksanaan, pembilayaan, pelaporan dan evaluasi Perjanjian.

mR e g

Pasal 5 |
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KESATU

Seliin hak dan kewajiban PIHAK KESATU yang tercantum dalam _Iéﬂ.cmunm
ketentuan Perianjian ini, PIHAK KESATU memiliki hak dan kewmjiban dan

hak pokok sebagai berikut:
(1] PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

PARAF KESATU hstaman § dari 13 halaoin
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- Melakukan promosi kepada Masyarakat.

. Melalukan pendafiaran calon Akseptor vang akan mengikuti kegiatan
pelayanan KB MEJP.

Membayar biaya operasional/jasa medis pelaksanaan pelayanan KB
ME.JP sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK

d. Menyedigkan dan mendistnbusiken Alat Obat Kontrasepsi, Bahan

o
L

e

L LT R LY X L

e Pakai Habis dan APD yang akan digunakan dalam pelayanan KB MELJP.

» e. Memfasilitasi sistem pencatatian dan pelaporan pelayanan KB,

P f. Melaksanakan pembinasn, monitoring dan evaluasi pelayanan KB. :
E (2) PIHAK KESATU berhak untuk: J
244 a. Mendapatkan kamur/ruang tindakan pelavanan KB serta tempat vang ¢
. diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan KB MEJP.

14 b. Mendapatian tenaga medis dan tenaga administratif dalam pelayanan D4

&

KB MKJP yang telah ditetapkan,
Mendapatkan laporan hasil pelaksanaan pelayanan KB MKJP dari

v

LX 27

PIHAK KEDUA.

.ﬁ Pusal 6 |

4 KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA E

ﬂ Belain hak dan kewajiban PIHAK KEDUA yang tercantum dalam ketentuan-

o] ketentuar Perjanjian ini, PIHAK KEDUA memiliki kewajiban dun hak pokok ]

o scbagai berikut; D

" (1) PIHAK KEDUA berkewsjiban untuk: ’

;i': a. Tidak akan melakukan klaim jasa medis pelayanan KB vang sudah »

9 dibiayai melalui BOKB kepada BPJS Kesehatan. ﬁ
o

b, Menyediakan kamar/rusngan Tindakan Pelayanan KB, serta tempal

{ yang diperlukan dalam pelaksanaan kegintan pelayanan KB MKJP. ﬁ
ﬁ ¢. Menyediskan tenagn medis vang berkompeten  «dan  tenaga h:

administratif pendukung vang telah ditetapkan dari PIHAK KESATU.
d. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan Kesehatan reproduksi.
e. Mencantumkan nama-nama Akseptor di dalam berkas Rekam Medis
atal Formulic K/TV/KB.
f.  Melukulnn pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan KB,

£ L L)

L3

LR T

(2) PIHAK KEDUA berhalk untuk:

@ 8. Mendapatkan diflar nama Akseptor yang akan mengikutl kegiatan

!’: pelayanan KB MKJP,

';' b, Mendapatkan pembayaran biaya operasional /jasa medis pelaksanaan '
» pelayansn KB MK.JP dari PIHAK KESATU, ﬁ
& ¢. Mendapatkan Alat Obat Konteasepsi, Bahan Pakai Habis dan Alat @
ﬁ Pelindung Dirl yang akan digunakan dalam pelayanan KB MKJP,

PARAF HM?&T: Kalitriin 6 dari 18 halsman
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* Pasal 7 %
P4 KEPESERTAAN

L=

::,": {1) Peserta Pelayenen KB MKJP adalah: § T
.:, . Watrpn Kota Yogyakartn mian luar Kota Yogyakarta dengidn

¥ menunjukkan KTP-el; atau

:.;: b. Wargs yang fidak memiliki KTP-el dapal menunjukkan surat

- keteranpan domisili dan BRT/RW setempat.

i (2) Kriteria Peserta Pelayanan KB MEJP adalsh sebagai berikut:

Y a. Pasangan Usin Subur (PUS] dengan usia Maksimal 49 (empar. pulih

Lt X
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L ¥

sembilan) tahun.
b. Aksepror KB ulang/layanan ulang/ganti cara.
¢, Culon Akseptor Baru,

Pasal 8
PELAKSANAAN

(1) PIHAK KESATU menurijuk dan menetapkan PIHAK KEDUA untuk
hertindak sebagai penyelenggara pelayanan KB MKJP bagi peserta calon
Akseptor yang sesuai dengan syarat-syarat dan keten tuan-Ketentuan yang
diatur dalam Perjanjlan ini.

(2) PIHAK KEDUA menyediakan pelayanan KB MEJP kepada Peserta Calon
Akseptor Kola Yogyakarta.

(3) PIHAK KEDUA bertangeung jawab atas mutu penyelenggaraan KB MEJP
i Faskes vang dikelola oleh PIHAK KEDUA.

(4] PIHAK KESATL bertanggung jawdb atas pembiayasn penyelenggaraan
pelayanan KB MK.JP,

(5) PARA  PIHAK  secara bersuma-sama  atEu sendir-sendin
menyelenggarakan  sosialisasi, menyediakan  informasi  kepada
masyurakat atas pelaksanaan pelayansn KB MKJP di Kola Yogyalarta.

(6] PARA PIMAK secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menyelesaikan
permgsalehan yang dmbul selama proses pelayanan kB MKJP.

(7) PARA PIHAK Menyusun dan menyspakati jadwal pelayanan KB MILHP
sebagai acuan waktu pelaksanaan pelayanan KB MKJP,

Pasal 9
PENGAJUAN KLAIM BIAYA PELAKSANAAN PELAYANAN KB MKJP

(1) PIHAK KEDUA menggjukan Klaim Biays Pelayansn KB MKJP kepada
PIHAK KESATU sesuni dengan data jumiah Akseptor yang terlayani
dilampiri bukti bayar/kuitansi dan dafiar nama Aksepior yang dilayani.

(2} PIHAK KEDUA mengajukan klaim biaya pelayanan KB MKJP kepada
PIHAK KESATU selambat-lambatnya 5 (lirra) Hari Kerja terhitung sejak
pelayanan KB MKJP diberikan kepada Akseptor.
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(3} Pengajuan klaim ditandatangani oleh Pejabat vang berwenang di PIHAK

g?
::5 KEDUA diin diberi cap/stemple basah.
& (4) Verifikasi Klaim dilaksanakan olch DP3AP2KB Kota Yogyalkarts dan .
' pencairan dana memerlukan waktu kurang lebihi 1 [satu) bulan dengan r‘v
R pembayaran melalul mekanisme lransfer bank, -
) (5) Bank mujuan pembayaran sebagsimans dimaksud pada syat (4) adalah i
2] bank vang telah ditunjuk oleh PIHAK KEDUA. Y
> (6) Pernbayaran akan dilakokan PIHAK KESATU setelah memerima sural 4
'p-: pengajuan tagihen dari PIHAK KEDUA yang dilengkapi dengan &
- persyaratan administrasi dan kuitansi. Q
% [7) Pembayaran akan dilakukan secara non tuna ke bagian atau unit kerja Y
* vang bertugas untuk melaksanakan lata usaha kebangan dari suatu !'.
E‘:; Faskes atau melalui transfer dengan nomar rekening sebagal berilout: :;
ﬁ Klinik Pratemo Brimedika %
) @ Atas nama - Brimedika Cabung Yogyakarts Katamso +.
& b Nama Bank : BR) %
g‘ ¢. Nomor Rekening : 0245401-001634-30-1 I.’
:t: d. Cabang : Katamso Yogvakarta £
¥
? Pasal 10
hd PEMBIAYAAN

R

T

X2

1] PIHAK  KESATU  menyedigkan  anggaran  uniuk membiayni
penyelenggaruan Pelayanan KB MKJP melalui BOKB dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta,

(2) Rincian Penibiayaan dalam pelaksanasn pelayanan KB MKJP ditnangkan
dalam dokumen lainnya yang mertipnkan bagian tidak terpisahkan dan
Perjanjian ini.

(3) Dimungkinkan adanyd dukungan permbiayaan dari pihak lain yang
pelaksanaannya disur dengan berdasar pada ketentuan peraturan
perundang-tndangan vang berlaku.

(4) Pembiayaan dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada avat (2]

&
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disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam sustu Berita Acara 1%
- ian/atau dokumen lainnya yang merupokan bagian tidak terpisahkan .
ﬁ dari Perjanjian ini. g
»
e Pasul 11 d
ﬁ PELAPORAN %
: *
@ (1) PIHAK KEDUA membugt laporan hasil penyelenggaraan pelayanan KB E::
:#, MEJP dan menyembikan laporan terscbut secari tertulis kepada PIHAK 1
< KESATU. | @
:ﬁ (#) Laporan sebagmmana dimaksud pada ayat |1) dikirimkan kepada PIHAK %
gi KESATU paling lambat 10 (scpuluh) Hari Kerja dari pelsksanaan g
ﬁ pelayanan KB MKJP.
*
3.: PARAF PTHAK U tinlaman 8 dar 13 halaman
: L
R X X R E ez saaaa st Xl LA S LSl
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;!; Pasal 12 it
ﬁ FELAPORAN PENYELENGOARAAN PELAYANAN KB MKJP g
: :
o=l ] l!

(1) Pelaksansan Perjanjian ini akon dievaluasi secara berkala sekurang-
kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu] tahun secara bersama-sama oleh
PARA PIHAK.

-

e

h

e

-
=t

4

-

) (2) Hasil evaluasi sebugaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan oleh -
gi PARA PIHAK sebagai masukan dan bahan pertimbangun dalam Perjanjian l;ii
’ selanjutnya. .
i b
: = :
* JANGKA WAKTU PERJANJIAN ;
Euil] 1
'? {1) Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh ;3
i PARA PIHAK dan dapar diperpanjung stau  diakhir berdasarkan c;
Y keacpakatan PARA PIHAK. | P
;:,f (2) PIHAK yang bermuksud memperpanjang Perjunjian ini wajib mengajukan E:i
Iyl permohonan perpanjangan Perjanjian selambat-lambatnya 60 (enam
- 3 puluh) Hari Kerja sebelum berakhimya janghka waktu Perjanjian. a
g. (3) Perjurijian  ini tidak berakhir apabila salah satu PIHAK yang
a menandatangant Perjanjion ini meninggnl dunia atau adanya pengubahan B
.':! dan/alau mutasi jabatan danfatau perubahan status badan bidoum atau ".
E.;; kelembagaan PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA schingga PIHAK ﬁ
:;; maupun yang mengganiikan tetap terikar serta wajib mentaatl Perjanjian .

] [F11. =)
i (4) Berakhirnya Perjanjisn ini tidok membebaskan PARA PIHAK untuk ‘%
; menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan. B
f’-ﬁ Pasel 14 i
» SANKSI 1
'ﬁ %
» (1) Dalam hal PIHAK KEDUA terbukti secara nyata tidak melakuksn &
* lewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan pada pasal- 4

»

L3 L

Hl
(LY

pasal lsinnya dalam Perjunjian ini, maka PIHAK KESATU dapat
memberikan teguran secara tertulis kepada PIHAK KEDUA,

(2] Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Han Kerja setelah
penyampaian teguran gecara tertulis aleh PIHAK KESATU kepada PIHAK
KEDUA ternvata PIHAK KEDUA masih  belum melaksanakan

X

R

L
-

+.

Z L

b d kewsjibannya, maka PIHAK KESATU dapat menangguhkan pembayaran ;:;
* atas klaim biays pelayanan KB MKJP yang teluh diajukan oleh PIHAK P
:% KEDUA sampai dengan adanva pemenuban kewajiban oleh PIHAK E.E
* KEDUA. e
::‘I [2) Apabiln dalam waktu 14 (empat belas) Harn Kerja sejuk dilakukannya s
* penangguhan pembayaran PIHAK KEDUA masih behum melaksanakan

halnman 9 dart 13 helaman
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w q
: :
f:, kewajibannya maka PIHAK KESATU dapat meninjau kembali Perjanjian *
¥ i, ?
%' Pasal 15 E
Py KEADAAN KAHAR %

E XX

-

L.

(1) Yang dimaksud dengan Keadesan Kahar adalsh suatu keadaan yang
terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK
dan yang menychabkan PIHAK yeng mengelaminyn fidak dapat
melaksanakan atau terpikss meninda pelaksanaan kewsjibannya delam

L L

el
-

LE LT L LT LT

::. Perjanjian ini. Keadaan Kahar tersebut meliputi bencana alam, bencana

P nonalam, wabah; perang [baik yeng dinvatakan maupun yang fidak

o dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogekan umum, kebakaran LA
i atau kebijakan Pemerintah Pusat yang berpengaruh secara langsung ﬁ
¢ terhadap pelaksariaan Perjanjian ini, °
- (2] Dalam hal terjadinya peristiva Keadaan Kahar, maka PIHAK yang %
! terhalang untuk melaksanakan kewajibannye tidak dapal dituntut oleh 3.;

PIHAK lainnyva. PIHAK yang terdampak oleh Keadaan Kahar wajib
memberitahukan asdanya peristivae Kesdaan Kabar tersebut kepada
PIHAK vang lain secatn tertulis paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja
sejak saat terjadinyn peristiwa Keadaan Kahar, yang dikuatkan oleh surat
keterangan dari pejabat yang berwenang vang menerangkan adanya
peristiwa Keadaan Kahar tersebut, PIHAK yvang terkens Keadaan Kahar
wajib mengupdvekan dengan sebaik-batknya untuk telap melaksanakan
kewajjbannva sebagaimana diatur dalam Perjfanjian ini segera setelal
peristiwn Keadaan Kahar berakhir.

(3) Apabila peristiwa Keadaan Kahar berlangsung terus hingga melebihi, atau
diduga oleh PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar akan melebihi jangka
waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja, maka PARA PIHAK sepakal untuk
meninjau kembali Perjanjian ini.

(4] Segala keruglan danjatau binyn vang diderita oleh salah satu PIHAK
schagal alibat terjadinya peristiwa Keadaan Kahar bukan merupakan
targgungjawab PIHAK yang lain.

Ak
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_r-.'
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e
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::: Pasal 16
; BERAKHIRNYA PERJANJIAN
|

TR EX 3L LT E XX XLl

X

{1} Perjanjian ini berakhir apabila:

& a. Tujuan dari Perjanjian ini telah tercapal; :ﬁ
. b, Jangka waktu Perjanjiun telah berakhir dan PARA PIHAK sepakat *
¥ untulk tidale memperpanjang: :{“:
s :
:

I .ﬁ%;mmm s
e
f&#ﬁ:’?}ﬁl}}?ﬁﬁi SV, Xa e 3 XA E T L E X CE S
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g c. Terjadi perubghan kebijakan herdasarken ketentuan perafuran :q
31 perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian tidak dapat

Q dilakesunakan; dan/atan

s d. Terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhin Perjanjian,

HI (2) Apabila Perjanjian ini berakhir sebagaimann dimalsud pads ayat (1],

segula akibat yang timbul akan diselesalkan sesuai ketentusn yang
berlaku don atas kesepakatan PARA PIHAK,

Pasal 17
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

LA L LT L T T L X

L2

L2
L X

L3
X LR U R R L T XX S

(1) PARA PIHAK setuju dan sepakal untuk menyelesaikan Perselisihan yang
mungkin timbul scbagai akibat dari pelaksanman Perjanjian imi dengan
jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2) Apabila upsya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini
tidak tercapal, maks PARA PIHAK sepakat untuk menyelessikannya
melalui Badan Arbitrase Nasional Indoncsia,

Pasal 18
KORESPONDENSI

LR 2R

(1] Pemberitahuan, surat menyurat, komunikasi, pembayaran Biaya
Pelayanan KB MKJP danfatau korespondensi dalam pelaksanaan
Perjanjian ini akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu
PIHAK kepada PIHAK lainnya kepada dlamat sebagai berikut:

X =X 3

-

PIHAK KESATU
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan  Perlindungan  Anale dan
Pengendalion Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yopvakarta

Lo

EEE LT L
L2 L

> Alamat . Komplek Kantor Wali Kota Yogyakarta, Jalan

b Kenari Nomor 56 Yogyakarta 55165 -

% Telepon © [0274) 515865 'ﬁ
] Email . dp3ap2kbiajogiakata.go.id 3
i

», PIHAK KEDUA |
;: Klinik Pratema Brimedika

? Alamnt ¢ Jalan Brigien Katamso Nomor 2] Keparakan ‘..'

Q Mergangsan Yogyakartn ﬁ;'

< Telepor 1 (1274) 388984 4
P Einail . brimedikaykiigmail.com

(2) Apabiln salah satu PIHAK pindah ke alamat lain atau mengubah nomor
telepon, nomor faksimili, dan/atau nomor rekening bank, maka PIHAK

LA L
B XL L X

.

[t}

% PARAY RHAK Y T;i halaman 11 dari 13 halaman
I TR TRy e e i L XX K S Xt XL L



e s aa !
I‘ tersebut harus terdebih dahuls memberitahuken: scoara tertulis kepada :
E‘,: FIHAK lain paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sebelumnys.

>

&,

«

'y Pasal 10

E LAPORAN DAN EVALUAS! PELAKSANAAN PERJANJIAN

kgl

o

. (1) PARA PIHAK melakikan dokumentasi, monitoring dan evaluasi atss

!

pelaksanaan Perjanjian ini paling sedikit | (saty) kali dalam 1 (satu} tahun
gesudi kewenangon PARA PIHAK berdesarken perajuran perundang-

-
L

H"A

.:. undangan. _ ;ﬁ-
o (2) PIHAK KESATU menyampaikan laporan: secara. tertulis kepada Wali Rota "*‘
i Yogyakarta setisp bulan Juni dan Desember melalui Ketus TKKSD Kot :l'z
: &+

() Yopyakarta. >
: (3) PIHAK KESATU wajib mengikuti evaluasi kerjn samm dacrah yang -

4

LI T A

diselenggurakan oleh TEKSD.
(4) Hasil evaluasi akan digunakan oleh PARA PIHAK sebagni masukan dan
bahan pertimbangan daldam Perjanjian selanjutnys.

s

LJ

e

Pasal 20
LAIN-LAIN

(1) Sewsila pengubahan lerhadap hal-bal yang distur dalarn Perjanpjan ind
hanva dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan
merupakan bagian yang tidak terpisahikan dari Perjanjian ini.

(2) Apabila terdapat hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam
Perjanjian ini dart PARA PIHAK merasa perlu melakukan pengubahan,
maka peogubahan  tersebut banya dapat  dilakukan  berdasarksn
persetujuan terrulis vang dituangkan dalam suaty adendum {perjanjian
rambahan) dan/atau amendemen (pengubahan peranjian) yang mengikat
setelah ditandatangani PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Perjanjian ini

(3] Hak dan Kewnjiban berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik
sebagian maupun selurubinya kepada pihak lain, kecusli dengan
persetujuan tertulis PARA PIHAK.

(4] Jika ada salah satu atan lebih ketentuan dalam Perjanjian ini ternyata
tidak sah, tidak berlaku, atpu tidak dapat dilaksanakan berdasarkan
hukum atan keputusan yang berlaku, maka PARA PIHAK dengan inl
setuju dan menyatakan bahwa ketentuan lainmyn dalam Perjanjian in
tidak akan ferpengaruh olehnya, tetap sah, Borluku don dapat
dilaksunaleri.
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i
-

-

Demikian Perjanjian ini diboat dan ditandatangam pada han, tanggal, bulan
dan tahun sebpgaimana disebut pada awal Perjanjian ini, dibuat rangksp 2
(dus) asli, bermeterai cukup dian mempunysi keknatan hukum yang sama
setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
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: N :
,:. PERJANJIAN KERJA SAMA ;’
[ = L]
“ﬁ ANTARA '
E PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA :::
. DENGAN *
% RUMAH SAKIT AMC MUHAMMADIYAN .
: TENTANG

o PELAYANAN KELUARGA BERENCANA METODE KONTRASEHS JANGKA -
e PANJANG 1 KOTA YOGYAKARTA »

L%

NOMOR : 6/PKEYK/WND. 14/ JAN/2022
NOMOR - O183JAHI-3/AMC/1/2022

L T T
EX S

. Pady hiari ini Senin, tangeal tigs puluh saty, bulan Jsnuari, tahun dud ebo g
- dua puluh dua (31-01-2022), bertempat di Yogyekarls, yang bertands -
tangan di bawah inu: cc

b4

E:. I. EDY MUHAMMAD : Kepals Dinas Pemberdayaan  Perempuan :
‘s Perlindungan. Anak  den Pengendalian >y
K Penduduk dan  Kellusrgn  Berencana . Kola ‘s
.'.;. Yogyakaria, diangkat berdasarkan  Surat ;
< Kepulusan  Walikota  Yogyukarta  Nomor: :‘
- 555/Pem.D/BP/D.A  tanggal 30  Desember *,
2020, dalam hal ini bertindak unrak dan ams "3:‘

: P TS Pemeriniah Kota Yogyakarta :l':
. berdasarkin Surat Kunsa Walikota Yogyakarta v
1 Nomor 119/249 tanggal 03 Februari 2021 »
Kenari  Nomor 56 Yomyakama, untuk bd

*& selanjutnya disebut PIHAK KESATU, dan o
' !
:1 1I. AGUS : Direktur Rumah Sakit RS AMC e
a WIDIYATMOKO Muhamemadivah, berksdudukan di JL HOS -
: Cokroaminoto  Nomor 17B Yogyakarts yang 5:
:a diangkal  berdasarkan Surmit  Keputospn :q.'
- Direktur PT Asri Mandiri Berkemajuin Norior: -
i GO4/SK. 1 /AMBIDIR/IN /2021 tanggal 1 Maret L
1 2021, dalam hal ind beriindak untuk dan ams *
b namz Rumah Sokit AMC  Muhammadiyah 4
::E selanjutnys disebut PIHAK KEDUA. 'a:
Ly | =i
agl'- Selanjutnys PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sécars bersama-sama ﬁ
;:f disehut PARA PIHAK, masing masing disebut PIHAK. “
s v
;. :
PARAF PIHAK KESSTU halafmaa 1 dars 13 hulimin -

L L

_ B e 3
gﬁﬁi}:ﬁﬁ{{ﬂiﬂﬂt:ﬂﬁﬁﬁﬂ&hﬂﬁﬁﬂ}ﬂ?ﬂﬁm:ﬁﬁ



=i
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» .
:ﬂ PARA PIHAK terlebih dabulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: !::
& 1. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pembanty Walikota Yogyukarta &
* dibnn Dewun  Perwakilan  Rakyat Daersh Kotz Yogyakarta  dalam %
.:,_ penvelengegaraan  urusan  pemerintahan  di  bideng  pemberdayaan ::-
. perempuan dan  perlindungan anak, pengendalinn penduduk  dan *
.: kelusarga berencans; :.
> 2. bahwa PIHAK KEDUA, merupakan penvelenggars [asilitn keschatan -
- viing mempunyai kewenangan untuk melakukan pelavinan keluirga *
f:v berencana; :*
¥ 3. bubiwa PARA PIHAK telah mensndatangani Kesepukatan Bersama +
b teritang penyelenggaraan Program Keluarga Berencana dan Program- .
% Program Keschatan Masyarakat di  Kota Yopyakarta Nomor: Py
- 5/KB.YK/UM.01 /JAN/2022; Nomor 0183/A01:1/AMC/1/2022 tangpal s
®, 31 Junusri 2022; dan | | &
* | 'y . ; : - &
-~ 4. bahwa l:Ir.-n_g,ﬁn mendasarkan pado Petunjuk Teknis Pengeunoan Dana PI
* Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021, PARA el
*3{ PIHAK porlu mengadakan perjanjian kerja sama untuk mengatur lebth ;;:
» detall mengenui proses pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana F:!
) :
» 2
: Berdasarkan hal hal lersebut di dtas, PARA PIHAK sepakat untuk ;1:
:.;5 mengikatkan dif dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Kelunrgn E.‘.:
* Berencana Metods Kontrasepsi Jangka Panjeng di Kota Yogvakarta, untuk >
t': selarjutnya disebut Perjanjian, dengan svarat dan ketentuan sebapsi FI:
:rll: brenkur: -|-1I
: :
v Pasal 1 3
- KETENTUAN UMUM *

-
X

1':1 Dralarn Penjanjian ini, vang dimaksud: -::
la 1. DBinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian e
- Pendudul dan Kelunng Berencana Kola Yogyakarta vang selanjutnya o
* discbut DP3AP2KB Kowm Yogyakarta adalah perangkat daerah di >
- lingkungan Pemerintah Kots Yogvakarta yang mempunyai tugas "
.ﬁ moembanti Walikota Yogyakarta dan Dewan Perwakilan Rakvat Dacrah ;:
. Kota Yogyakarta untuk menyelenggarakan wrusan pemerintahan »
':: hidang pemberdayaan pr_mmpl,mn. i:r:_;'_z_'llnd._uq.g?gn anak, pengendalian ,.z:
e penduduk dan keluarga berencana di Kota Yogvakarta. o
» 2. Bidan adslah seorang perernpusan yang lulus darsi pendidikan Bidin :l-‘r;
I:: yang didkui pemerintah dan organisasi profesi dl wilayah Negira L]
."‘i Republik Indonesia serta memilikn kompetensi dan kualiikas) untuk *;g
- dereglster, sertifikasi dun alay secarn sah mendapat lisensi untuk -
3:? menjalankan praktik kebidanan. +=~
1 [ e |
o PARAR PIHAK KESATU halaman 2 dari 13 halaman o
& h K 1=:
EEIFSIAFTTIAI T ARETTR T 00 ‘é‘fr VSRS I EDGIEI SSRGS



. :
;* | 3. Fusilitas Kesehatan yang selanjutnya disebut Faskes adalah sustu alat E
* dan/atau tempat vang digunakan untuk menyelenggarakan upaya *
f:: pelayanan Keschatan, baik promotive, preventif, kuratif, MALPLO ::'
. rehabilitatif vang dilakukan oleh Pemerintali, Pemeriniah Daerah, +'
5‘:-, dan/atau masyarakat, _ 1:-
- 4. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Subbidang Keluarga Berencana vang *::
- selanjutnya discbul DAK Non Fisik sdalah dana yang dialokasikan &
':E kepade Daerah ontuk membiayai operasional kegiatan program ;'
- prioritas nasions] dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk -
;ﬁ dan keluarga berencana yang menjadi urusan  dacrah  guna -::-
;1.: meningkatknn capaian pelaksanaan program pembangunan keluarga, >
- kependudukan, dan keluarga berencana. -
3 5. Dana Baniuan Operasional Kellarga Berencana yang selanjutnya 4
s disebut BOKB adalah DAK Non Fisik vang dialokasikan kepada Daerah -
,_f[ urnluk melaksanakan kegiatan yang disesualkan dengan kewenangan .:.
::'r Duerah  dalam mendukung Upaya pencapaian saseran prioritas :.:
f:* pembangunan kﬂﬂﬂ!‘gﬂ kt-p::ﬂﬂ ud ukar, dan k.:]u:angn bcn?nmnu.__ ~
o B, Mectode Kontrasepsi Jangka Panjang vang selanjuimya disebuf MKJP -
* adalah alat kontrasepsi yang digunaksn untuk menunda kehamilan, <
:3 serta  menghentikan  kesubtiran  yang digunakan dengan  jangka ;f
* panjang meliputi alal kontrasepsi dalam Rahim IUD, lmplan dan -
* kontraseps) mantap Metode Operasi Wanita (MOW) dan Metode Operasi g
b4 Pria (MOP). o
Ei: 7. Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut KB adalah upaya :#'
g mengatur kelahitan anak, jarak dan usia ideal melohirkan, mengator i3
> kehamilan, melsluj promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan -
'ﬁ hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. 1.*.
+ 8. Program Jdmihan Keschatan Nasional yvang selanjutnva disebut JKN .
. adalah program jaminen keschatsn berupa perlindungan kesehatan ol
a.:; agar peserta JKN memperoleh manfaat pemelihiraan dan perlindungan ﬁr
» keschatan  dalam  memenuhi kebutuhan dasar kesehatan  yang -
;:; diberikan kepada setiap orang yvang lelabh membayar haran Jaminanm ‘=¢
s Kesehiitan atau [uran Jaminar Keschatannya dibayar oleh Pemerintah -
» Pusat atau Pemerintah Daerah, -
-“E 9. Badan Penyelenggara Jaminon Sosio]l Kesehatan vang selanjutnva ::1
- disebut BPJS Keschutan adalah badan hukum yang dibentuk -
.:- berdasarkan, Undang-Undang Nomor 24 Tahup 2011 tentang Badan .
] Penyvelenggara Jaminan Bosial jo. Undang Undang Nomor 11 Taliun *
.il, 20120 tentang Cipta Kerja vang berfungsi uniuk menyelengearakan >
f:} program jaminan kesehatan, :
- 100 Formulir K/IV/KB adalah kartu starus peserta KB, -
< &
+ i
: FARAF PIHAR KESAIL | ‘;
o 4 hatarnan 3 dars 13 halaman +
» A A& | :
.‘1 . L |_'|-
LR e R e e e RS TR YT T Y T RN RN TR XKk XX T X
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1

. :
’:: 11. Penggerakan Pelayanan KB adaiah rangkaian kegiatan vang dilakukan o
» oleh Tedaga Lind Lapangan vaitu grang atau sckelompok orang yang :‘l':
i memiliki kepedulian dalam pengelolann dan pelaksansan program KB -:-
¥ di lini lapangan kepada calon Akseptor atau pun peserty KB ugar *
: bersedia dibadirkn ketempat pelayanan KB serts mendapat pelayanzan &-
> KB. »
- 12. Kartu Tanda Petidbduk Elekironik untuk selanjutnva disebut KTP-el, .'::
!:-* adaleh kartu tanda penduduk yung dilengkapi chip yang merupakan *
- identitas resmi Penduduk sebagar bukti diri van diterbitikan  oleh ]:
- inssansi pelaksana, %
M 13, Praktik Mandiri Bidon vang selanjutnya disebut PMB adalah fasilitas >
* pelayanan  keschatan yang diselenggarakan oleh bidan hilisan .
':= peadidikan profesi untuk memberikan peluvanan langsung lkepada :
N klien. »
b 14. Akseplor amddiah orang yang mencrima serla mengikuti pelaksanann )
;. program KB. ."'.
t=| 15. Pap Smear adalah alat screening vang dapar membantu dalam ,:
P mendeteksi sel-sel abnormal dan kanker dengan cars mengambil sel .
* dari leher rahim. <
.:1 16, Intra Uterine Dewvice vang selanjutnya disebut JUD adalah alat gﬁ
@ kontrasepsi vang terbual dar plastik yang fleksibel dipasung didalam [-i:
>, ra b, 5:':
;l 7. Kontmsepsi Implan vang sclanjutnya disebut IMP adalabh metode -
- kontrasepsi hanya mengandung progestin dengan masa kerja Panjang >
& dosis rendih dan reversibel. >
+ I8, Kontrasepsi Tubektomi vang selanjutnya disebut MOW adalah Metode «
* Operasi Wanita yaitu metode konirasepsi mantap vang bersifat ;:;
::5,' ~ sukarela untuk menghentikan kesubitan scorang perempuan. .
o 19. Kontrasepsi Vasectomi yang selanjutnya disebut MOP adalah Metode ®,
: Operas) Poa vaita prosedur klinks untuk menghentikan kemampuan :r
. A . \ B . L LA
* reproduksi pria dengan jalan melakukan pengikatan/pemotongan *
.: saluran sperma (pas deferens] sehinggn peogeluaran sperma tecrhambat t.
‘s dan pembuaban tidak terjadi. _ E.'.‘
h 20. Hari Kerja adalah hari operasional kerga PIHAK KESATU vaitu hari >
i Senin. sampei dengan Jumat, keouall harl libur nasional  yeng ==-
- diteraplan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, -
.::E 21, Anggeran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk selanjummya discbut t:'.
e APBD adalah rencand keuangan tahunan Pemerintah Kotd Yopyvakarta &
::: j.fung ditct:é}pkafa f]a:r.tgan Peraluran Daerah Kota Yopyakarin. . ‘f
s 22, Tim Koordinasi Kerjn Sama Daerah Kota Yopyakarta yvang selanjutnya ‘e
< disebut TKKSD adalah tim yang untik membantu Walikota Yogyalkeirta 3
; dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah, 4:.
* 23. Daerab adaloh Pemeriritah Kota Yopyakarts. ‘s
+ b
::: |I PARAF RIHAS E:LEMU hulwman 4 dari 13 halaman I::
> | Bk &
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24. Pemenntah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang b
- kekuasadn pemerintaban negarn Republik Indonesia yang dibantu oleh -
::‘ Wakil Presiden dan menteri schagaimana dimaksud dalem Undang- W
H Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19435, ‘:,
g ~ Pasal2 ;,
. MAKSUD DAN TUJUAN o
i .
'ﬁ (1) Miuksud Perjunjian ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK uniuk '='
'ﬁ dapat saling mendukung dalom Pelaksanesan Pelayanan KB ;'
& (2) Teguan Perjanjian ini adalah untiuk menyukseskan pelaksansan -
-:1. kegiatan pelayanan KB MEJP sesuai dengan ketentoan dalam Perjanjian G4
s $
- 3
Pasal 3 ]
r OBJEK s

]
-

=
-
.,
- -

.

Objek  Perjanjian i adalah  Program  Pelayanan KB MEKJP  yang

;‘: disclengparakan oleh PIHAK KESATU. ;i
. )
¢ Pasal 4 :
;:_, RUANG LINGKUP :
3 Ruang lingkup Perjanjien ini meliputi: :;E
E: (1} Penyediaan pelayanan KB MEJP oleh PIHAK KEDUA yang meliputi: "1-:
.: . Pelavanan kontrasepsl [UD; b
= b. Pelayanan kontrasepsi IMP; .
- c. Pelayanan MOW,; -
{1 d. Pelayanan MOP: -
;ﬁ e. Pelayanan Pap Smeuar, o
= . Pemberian layanan KIE dan korseling KB dan kesehatan reproduksi; &
: g, Distribusi alat/obat kontrasepsi; Y
b h: Pencatatan dan pelaporan; dan -
*:* [. Pembinsan, moniloring dan evaluasi pelayinan KB; tl
< (2} Pelaksanaan, pembiayaan, pelaporan dan evaluasi Perjanjisn. .
* <
+ | &
* Pasal 5 >
:-‘ KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KESATU %
[

£ Selin hek dan kewsiban PIHAK KESATU yan tercantum dalam 8
s ketentuan-Ketentuan Peganjian ini, PIHAK EESATU memibk hak dan >
‘e kewafiban pokok sebagai berikut: -
e 1) PIHAK KESATU berkewajiban unfulk: -,
* a. Melakuksan Promosi kepada Masyarakil. o
B b, Melakukan pendaftaran calon Akseptor yang akan mengikuti s
% kegmtan pelayanan KB MKJP. gi
* PFARAF PINAE KESATU - ~
* . halnman § dari 13 haleman ol
*::4 i. LA ;L
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L X

f. | ¢. Membayar biaya operasional/jesa medis pelaksansan pelavanan :;
> KB MKJP sesual dengan kesepakatan PARA PIHAK. -
M d. Menyediakan dan mendistribusikan Alat Obat Kontrasepsi, Bahan %
;‘: Pakai Habis dan APD vang skan digunskan dalam peluvanan KB ;:-.
bt MEJP. 23
; e. Memifasilitasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanun KB. ::{
L4 [ Melaksanakan pembinann, monitoring dan evaluasi pelavanan KB hd
~=J {2) PIHAK KESATU berhak unfuk: E:-
- a. Mendapatken kamer/ruang tindakan pelavanan KB serta tetnpat “
& yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan KB MKJP. i::
P4 b. Mendapatkan lenaga medis dan tenaga administratif dalam o
/ pelayanin KB MKJP vang telah ditetapkar, *
* c. Menduapatkan laporan hasil pelaksanaan pelayanan KB MKJP dari :1"
- PIHAK KEDUA. -
- +
:- Pasal 6 E
:15 KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA ::‘
.'":!. Selain hak dan kewajiban PIHAK KEDUA yang tercantum dalam Ketentuan- :ﬁ
% ketentuan Perjanfian inf, PIHAK KEDUA memiliki hak dan kewajiban polkok Z‘"
* sebagmi berikur: _ ¥
kS (1} PIHAK KEDUA berkewajiban untuk: “
.t, a. Tidak alean melakukan kldim jesa medis pelavanan KB yang sudah r=
P dibiayui melalui BOKB kepada BPJS Kesehatun, &
Eii h. Menyediakan kamar/ruangsn  Tindakan Pelavanan KB, serta t":
i:i tempat yang diperlukan dalinn pelaksanaan kegiatan pelayanan Ki l::
[} | i : [ ]
* MEJF, -
ot ¢, Menyediakan tenaga medis yang berkompeter dah  lenags q=.
.‘ administratil’ pendukung yang telah ditetapkan dard  PIHAK Y
. KESATU. cx
b4 d. Melaksanalkan KIE dan konseling KB dan Keachatan reprodulkis, P4
- e. Mencantumkan nama-nama Akseptor di dalam berkas Rekam *
;. Medis atau Formulic K/IV/KB. :
© [. Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pelayvanan KB, :

* (2} PIHAK KEDUA berhak untuk: .
‘=' g. Mendapatkan daftar naima Akseplor yang akan miengikuti kegiatan 4
- pelavinuan KB MKJIP. -
:':: b Mendapatkan  pembavaran  biaya  operasionalfjasa  medis :I
% pelaksanaan pelavanan KB MEJP dari PIHAK EESATU. '!.:
b+ ¢ Mendapatkan Alar Obat Kontrasepsi, Bahan Pakai Habis dan Al ;1
I" Pelindung Din vang akan digunakan dalam pelayanan KB MEJP. s
H -
s :
: :
- &
+ PARAF PIHAK KESATH o b
o : L i titlarmin 6 diri 13 halaman >
4 =)
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bertindak sebagal penvelenpgaras pelayvanan KB MEJP bagi peserta calon
Akseptor yang sesual dengan syarat-svarai dan keieotuarn-keteniuan
vang diatur dalam Perjanjian ini

(2) PIHAK KEDUA menyedinkan pelayanan KB MKJP kepada Peserta Calon
Akseptor Kota Yogynkaris.

(3] PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas mutu penyelenggarann KB MKJP
di Faskes yang dikclola oleh PIHAK KEDUA.

(4) PIHAK KESATU bertanggung jawsb atas pembisyasn penyelenggaraan
pelayanan KB MIGJP, '

[B) PARA PIHAK SECArA bersama-sama atan sendiri-sendiri
menyelengparakan  sosialisasi, menvediakan informasi  kepada
masvarakat atas pelaksanaan pelayanan ¥B MKJP di Kota Yogyakarta.

6] PARA PIHAK secard bersama-sama atan sendin-sendirl menvelesailan
permasalahan yang timbul selama proses pelayanan KB MEJP.

[7] PARA PIHAK Menyusun dan menyepakafi jadwal pelayanan KB MKJP
sebagal acuan wakiu pelaksandan pelavanan KB MKJP.

Phasal 9
PENGAJUAN KLAIM BIAYA PELAKSANAAN PELAYANAN KB MILIP

(1] PIHAK KEDUA mengajukan Klaim Bisye Pelavanan KB MKJP kepada
PIHAK KESATU sesuai dengan data jumlah Akseptor yang terlayani
dilampiri bukti bayar/kuitansl dan daftar nama Akseptor vang dilayani.

[2) PIHAK KEDUA mengajukan klaim biaya peluyanan KB MKJP kepada
PIHAK KESATU selambat-lambatnya 5 (lima) Han Kerja terhitung sejak
pelayanan KB MICP diberikan kepada Akseptor,

| PARAN PIHAE KESAT
. halaman 7 dard 13 halampe
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1

Pasad 7 z‘

KEPESERTAAN -

[1} Peserta Pelayanan KB MIGIP adalah: : :
a. Warga Kota Yogyakarta amau luar Kota Yogvakarta dengan *
menuniukkan KTP-el; atay »

b, Warga yabg tidak memiliki KTP-¢l dapat menunjukknn strat D
keterangan domisili dari RT/RW seternpat. W

2] Krtera Peserta Pelovanan KB MEJP adalah sebapsi bernkut: -':p
a. Pasangan Usia Subur (PUS) dengan sia Maksimal 49 (empat g
pituh semhbilan) tahun. :,

b. Akseptor KB ulang/lavanan ulang/ganti carm. ‘s’

c. Calon Akseptor Baru. ' E::

]

 Pasal 8 3

PELAKSANAAN ‘i:

.

(1) PIHAK KESATU metunjuk dan menetapkan PIHAK KEDUA untuk o
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0] s
: [3) Pengajuan klaim ditandatangani oleh Pejabar yang berwenang di PIHAK '
- KEDUA dan diberi cap/stemple basah. Ei:
- (4] Verifikasi Klaim dilaksanekan oleh DP3IAP2KB Kol Yopyvakarta dan +
l:. pencairan dans memerlukan wakm kurang lebih 1 [satu) bulan dengan ‘:-
‘s pernbavaran melalul mekamsme transfer bank. '
:&;: {B) Bank tujusn pembeavaran sebagdimons dimaksud pada gyt (4] adalah _‘.:
b bank yang telah ditunjuk oleh PIHAK KEDUA. »~
& (65) Pembayaran akan dilakukan PIHAK KESATU sctelah mederima sufat *
s pengajuan  tagihan darl PIHAK KEDUA vang dilengkapl  dengan %-
‘s persyaratan administrasi dan kuitansi. >
- {7} Pembayaran akan dilalkukan secara nontupai ke bagian atau unit kerja ¥
* vang bertupgas untuk melakssnakan tate usaha keuangan dan suatu »
> Fasles atay melalui transfer detigan nomer rekening sebaga berikut: ,;,
‘. RS AMC Mubsminadiyal ;
o a. Atasnama  :Asri Medical Center o
:{l b. Nama Hank » BNI E
,: €. Nm_nur Rekeming - 064 .HQEU.EUE 4
::.? i. Cabang : HOS Cokroaminoto Yogvakarta 3,:
* -
- pasal 10 M
n PEMBIAYAAN -
> _
- (1) FIHAK  KESATU menyediakan anggaran untuk  membigyai :"
-:: penvelengparaan Pelavanan KB MKJIP melalitn BOKB dan Anggaran -I_l
‘e  Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarts. -
-ﬂ (2] Rincian Pembiaysan dalam pelaksansan pelayanan KB MKJP 4
. ditudngkan dalam dokumen laintye yang merdpakan hagian tidak s
.':1 terpisalikan darl Perjanjian ini -
tal (4} Dimungkinkan adanya dukungan pembiavaan dari pihak lain yang :‘
f pelaksanaannya distur dengan berdagar pads  ketentuan | peraturan :1-:
A prrundang-undangan yang berlidou a:u
}.{ (4] Pembuyaan dan pihak loin sebagsimpng  dimoksud pada avar (2) E*
- discpaleati aleh PARA PIHAK dan diruangkan dalam suatt Berita Acara -
b dan/atau dokumen lninnya yang merupakan bagian tidak rerpisahkan :::
; dari Perjnnjinn ini. | ¢
@ (5) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian mi membeban) masyarakat dan +
}..I’ dasrah dunfatau belum leranggarkar secara khusus oleh PIHAK ¥
* KESATU, maka peliksanaan kegiatan vang diatur dalam Perjanjian ini o
a harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyar Dacrah Kota :
.::: Yogvakarta. -
. !
i:i E
€ #
. 3
*.E: TTARAT IMHAR r::;a.l.ﬂ; hamin 8 dari 33 hilaian n-*i
o | i 8
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8 :
h‘ Pasal 11 »
I:' PELAPORAN 5
1=‘ (1} PIHAK KEDUA membuml l&p-umn hasil pertyelenggarann peldyanan KB !
& MKJP dan menyerahkan laporan tersehut secars tertulis kepada PIHAK ¢
- KESATU. ¥
% (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada PIAK.
- KESATU paling lambat 10 (sepulub) Huri Kerja dari pelaksanaan +
n:'n pelavanan KB MKJP. ;
L] L]
: Pasalia v
.::, PELAPORAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KB MEJP .:+
§ (1) Pelaksanasn Perjanjion ini akan dicvaluasi secara berkaln sekursng- &
ﬁ; kurangnyal {ssiu) keli dalam 1 (setu) tabiun secara Bersara-sama aleh #
- PARA PIHAK. | ,
v (2) Hasil evaloas schagaimana dimaksud pada ayvar (1] aken digunakan 3:
& oleh PARA PIHAK sébagal masukan dan bahan pertimbdngan dalam
:'!:. Perjaniian selamjutmya. g
- &
D4  Pasal |3 t
_$ JANGKA WAKTU PERJANJIAN 3
| g | E
i‘ (1} Perjanjian ini berlaku sejak tangeal 31 Januari 2022 dan berukhir :.:E
! tanggal 30 Januari 2027, sepanjang fidak terdapat perubahan -
@ kebijakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarla alau Pemerintah Pusat 5:-
g dalam penyelengaaraan pelavanan KB MKJP. e
. (2] Apabila PARA PIHAK bermaksud memperpanjung Perjanjian  ini o
- selambat-lambatnya 60 (enam puluh) Hari Kerja sebelum berakhirnya ‘s
."'l Iangks widkta Penanpian sudah ada kesepatan secars termulis. ';‘7
M (3) Perjanjian inf tidak beraklir apabila salah satu PIHAK vang 4
:’ menandatangani  Perjanjisn  ini  meninggal dunia  arau  adanya o
® pengubahan dan/atan mutest jabatan den/atan perubshan starus i:i
& badan hukum atau kelembagasn PIHAK KESATU maupun PIHAK £y
& KEDUA schingga PIHAK maupun yang menggantikan tefap terikal serta -
b4 witjib mentaat] Perjanjian ini, 3
. (1) Berakhimya Perjanjian ini tidak membehaskan PARA PIHAK untuk R
,:, menyvelesaikan kewajiban vang sedang berjalan. 3:*
> Pasal 14 b
= SANKSI *
p e
] L]
",:5' (1) Dalam hal PIHAK KEDUA terbukti secarm nyets tdak melakukan a*
ﬁ kewnjiban sebagaimana ditnaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan pada ke
b e e
:: PARAT ""J*'-': L'";I“ alaiman 9 dari 13 halarinn :i!
e —% +
T S e R X X T J:'F':‘#H*I'E-.'#:H#IiZ!:{i:i'}:{f#ﬁi
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: 3
Nt ] [ %1
8 pasal-pasal lainnya dalim Perjanjion ini, maks PIMAK KESATU dapat &
- memberikan teguran sceara tertulis kepada PIHAK KEDUA. 4
*:.' (2} Apabila dalam jengke wakiu 14 (empst belas) Hard Kerje setolah :.
- penyampaian teguran secara tertulis oleh PIHAK KESATU kepeda ¥
1:': PIHAK KEDUA ternyata PIHAK KEDUA maslh belum melaksanakin @
‘s kewanjibannya, maka PIHAK KESATU dapat menangguhkan *
- pembayaran ates kidim biaya pelavanian KB MIGJP vang telah dinjukan =
*:* oleh PIHAK KEDUA sampai dengan adanye pemenuhan kewajiban oleh Iﬁ
£ PIHAK KEDUA. “
;1 (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belus) Harl Kerja sejak dilakukannva ‘5
:"’- penangguhan pembayaran PIHAK KEDUA masih belum melaksanakan f...:
;:. kewnjibannya main PIHAK KESATU dapat meninjan kembali Perjanjian -
:=; ini. -!::
lgd 1
] Pasal 15 I:
b KEADAAN KAHAR e
s (1} Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah’ suatu keadasn yang :t‘
» terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atay kekuasaan PARA PIHAK -
-:; dan veng menvebabkan PIHAK vang mengalaminya tidek dapat :3.
@ melaksangkan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewsjibannya <
b dalam Perjanjian ini, Keadaan Kahar tersebut meliputi bencana alam, e
f: benicana nonalum, wabah, perang (baik yvang dinyatakan miaupun yahg +=+
» tidak dinyatakan], pemberontakan, hunshars, pemogokan omum, &
: kebakaran etau kebijekan Pemenntah Pusal vang berpengaruh seceara +=+
+ langsung terhadap pelaksanaan Perjanjlan inl [
1: (2| Dalem hal tegadinya peristiwa Keadaan Kahar, maka PIHAK yang .:3
. terhalang untuk melaksakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh "
* PIHAK lainnys. PIHAK yang terdampak oleh Keadaan Kahar wajib i
::'. memberitabukan adenys penstiwa Keaduan Kahar tersebul kepada 1:-
» PIHAK vang lain sccars terfulis paling lambat 14 {empat belas) Hari »
* Kerja sejak sasl lerjadinyg peristiva Keadaan Kahar, yang dikuatkan |i+
j...;: bleh surst keterangan dan pejnbat viing berwenang vang menerangkan E‘E
> adanya peristiwa Keadnan Kahar tersebut. PIHAK wvang terkena -
:;:f- Kendaan Kuahar wejib mengupayakan dengan sebaik-beikoya untuk o
+ tetap molaksandkan kewajibannya  sebogaimana diatur  dalam +
r=: _ Perjanjian im segera setelah peristiwa Keadaan Kahar berakhir. }:.
) (3} Apabila peristiwa Keadsan Kahar berlangsung terus hingga melebihi. >
- atau didiga oleh PIHAK vang mengalami Keadaan Kahar akan mielebihi -
& jangks waktu 30 (tigs puluh) Har Kerja, maka PARA PIHAK sepakat b
1’:‘{ unituk meninjau kembali Perjaniian ini. 'I'
v S
* *
b *
- FARAP PIHAX KESATL | L
h NVl halaman 10 dari 13 halaman *
: vy :
B T Sy Ly sy s A R TR S R X E X x 1)
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(4} Segaln keruginn dan/atan biava vang diderita oleh salah satu PIHAK
sehipm akibat terjadinva peristiva Keadaan Kuhar bukan merupakan
langeungiawab PIHAK yang lain,

L L L 2K
L L L L Xt

s | Pasal 16 3
+ BERAKHIRNYA PERJANJIAN g
s {1} Perjaniian ini berakhir apabila: '
> . Jangka Wakiu Perjanjian telab berakhir; steu “
f':; b. PARA FIHAK sepakat untuk mengakhirl Pedanjian ini. ﬁ
- 21 Apabila Perjanjian ini berukhir sehagaimana dimaksud pada ayart (1), %
o se¢gala akibat vang timbul akan divelesaikan sesisl Ketentuan ying 5
b berlaku dun ot kesepakatan PARA PIHAK. b4
3 Pisal 17 b
= PENYELESAIAN PERSELISIHIAN o

L
£

- {1} PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyelesaikan Perselisihan o
I’E yang mungkin timbul sebapgail akibat darl pelaksanaan Pegjunjian ini £
‘% dengan jalan musyawarah untul mencapai mufakat. :*:
o (2] Apubilz upays penvelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat | Pasal *
% ini fidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelosaikannya &
I:-: ‘melalui Badan Arbitrase, *
g :
hd .

‘i Pasal 18 i
e KORESPONDENST o
* +

-
1
S
-

:"ﬁ (1] Pembentahuan, sural menvural, komnmikasi, pembavaran Blave ::l
s Pelayanan KB MEJP dan/atuu korespondensi dalam pelaksanann ﬁ
4 Perjaniinn imi akan diberitabukan atau disampalkan oleh salah salu &
E PIHAK kepuda PIHAK lainnys kepada alamat sebsgai berilaut: b
= | [ 2= ]
- PIHAK KESATU *
+ Kepala Dinas Pembetdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan -
- Pengendalisn Penduduk dan Keluargs Berencana Kota Yogyakarta M
> Alamat ¢ Komplek Kantor Walikots Yogvalkaita, Jalan 1
L _ Kenari Nomor 56 Yogvakarta 55165 1'::
::'Fl Nomor Telepon : (0274)— 515865 )
K Nonior Entall : dpdap2kbajogjukota.go.id .
3 s
> PIHAK KEDUA )
- | PARAF PIHAK XESATLI ~
& i b L& halaman 11 dan 13 halaman 3
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.;:;Ef.ﬁﬂ:t?l&l'ﬁim 1 ;EE#HEﬂﬂfﬂﬂﬁﬁi:ir:#xi:t"ﬁﬁl:{ﬁﬁ':Eﬂ:ﬁffiﬁ:i
= i
- Direkur Rumah Sakit AMC Mubammadiyah .
. Alarmdl . Julan’  HOS  Cokroaniinoto  Nomor 178 '::
'I:-‘ | Yogyakarta &
- Nomor Telepon : (0274) - 613400 @
bt Emuail : asnmeédicalcenten@gmall.com 1:’.
!"‘ [ |
“ (2} Apabilu salah satu PIHAK pindsh ke alamat lain atay shengubah nomor :
& telepon, nomor faksimili, dan/atsu nomor rekening bank, maka PIHAK %
- tersebut harus terlebih dabmha memberitahukan secara tertulis kepada -
: PIHAK Liin paling lambat 14 {empat belas) Hari Kerja sebelumnya. ':
- -
- -
b  Pasal 19 b
;.':; LAPORAN DAN EVALUAS| PELAKSANAAN PERJANJIAN :
- | | =&
5 (1) PARA PIHAK melakukan dokumentasi, monitoring dan evaluasi atas ::
i pelaksanaan Perjanjian inl paling sedilat 1 (satu) kali dalam 1 (sam) :
:,: tahun #esudl kewenangan PARA PIHAK berdasarkan  peraturan -
- perundang-undiangan. Ld
N (2) PIHAK KESATU menyanipaikan laporan secara tertulis kepada o
ke Wiilikota Yogyakarta sctinp bulan Juni dan Desember melalui Ketus @
- TKKSD Kota Yogvakartu, &
:: [3) PIHAK KESATU wajib mengikuti evaluasi kerja sama dacrah yang :'
> diselenggarakan aleh TKESD. -
+=: (1) Hasil evaluasi akan digunadkan oleh PARA PIHAK sebsgai masukan ddan l:'l
% bahan pertimbangan dalam Perjanjian selanjutoya. )
: :
. Pasal 20 o
v LAIN-LAIN -
s 5
hd +*
+ (1) Segala pengubshan terhadap hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini 03
;:. henya dapat dilakukyn atiss persetyjuan tertulis dan PARA PIHAK dan :.
:'.: mervupakan bagian vang tidak terpisahkan dar Perjanjion ini. !’I
b [2) Apabila terdapat hal-hal vang tidak stau belum cukup diatur dalam -
f,: Perjanjion ini dan PARA PIHAK merssy perlu melakukan pengubahan, -
* maka pengubshan tersebut hanya dapat dilakukan  berdasarkan :
.:; perselujian  tertilis  yang  dituangkan  dalam  suatu  adendum o
:.;'1 (perfanjian tarmnbaban] danfatau amendemen (pengubdahan perjanjian) :4‘
:':] vang mengikat seielah ditandatangani PARA PIHAK dan merupakan .
e bagian yang tidak terpisahkan dari Pejanjian ini. P
2 [3) Hak dan Kewsjiban berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, ;::
-:a baile sebagian maupun selurubnya kepada pihak lan, kecuali derigan 3
> persetujian tertulis PARA PTHAK. o
Ii: | PARAF FIHAK KESATU | %
- | halaman 12 dari 13 halamin *
- 88 -
f-fe}:#:#:q-:{::n-:--:+:1-:t:£1-:ﬁﬂ:ﬁ}}}:ﬁ}:{.{t:ti:i:i:ir:i-n:{#:ﬂ:t:u-:ﬂ:-t:&:‘-l-!
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[4] lika ada salah satu ataa lebih ketentuan dolam Perjamjian ini ternyata
tidek sah, tdak berlalew, atau tidak dapast dilaksanakan berdasarkan
hubum atan keputusen yung berluku, meka PARA PIHAK dengan ini
setuju dan menveiaksn bahwa ketentuan lainnve dalam Perjanjian ini

LA RS BT LS

b

E

3 tidak akan lerpenganih olehnys, tetap sah, berlaku dan dapat &

_ diluksanalkan, 9

. v
‘Pasal 21 %

g PENUTUP D4

- Hal-hal yang tidak susu belum cukup diatur dalam Petjanjion in akan ;::

gl diatur  kemudian dengan pedjanjian  lambahan (adéndum) dan/atsu !;

L X

LXE XXX

pengubahan perjanjian (emendemen) yang telah disepakati oleh PARA
PIHAK serta merupakan bagian yang lidak terpisahkan dari Perjanjian ind.

=

FROEF

Demikian Perjanjian inl dibuat den ditandstengani pada sari, tangeal,
buliih dan tahun' sehagalinana disebit pada awal Perjanjian ini, dibuat
rangkap 2 [dus) asl, mosing-maesing sama bunyinya, di atas kertas

L E R

i

n':: bermateral cukup dan mempunyai kelatiton hulum yang sama setelih

‘s ditandatangani oleh PARA PIHAK. h-:
9 +
b o
A -

>

FE'IF
Wy [

L

3

LEX LT LT T2

-

*

*

-
-

2

CHRT VS E IR O Y

t

X%

L

-
e

3L

hinlaman 13 dari 13 halaman
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ANTARA
PEMERINTAH ROTA YOGYAKARTA
DENGAN
HRSKIA PEU MUHAMMADIYAH KOTAGEDE

TENTANG:

PELAYANAN KELUARGA BERENCANA METODE KONTRASEPST JANGEA
PANJANG YANG DIBIAYA! MELALUT DANA ALOKAS! KHUSUS BANTUAN
CHPERASIONAL KELUARGOA DERENCANA TAHUN 2021

NOMOR - 413/ PESYK/WND. 14/ MAR/ 2021
NOMOR - 13/RS.PRUKG/BES/ 11/ 2021

Pade hort o Selosa, tongenl Esarm Belas, bulan Maret, talium dus it diin
puluh sttu [16-03-2021); bettempiat -di Yogyakaits, vang bettanda tangun &
bawah o ' '

1. EDY MUHAMMAD . Kepaln  Dious  Pemberdoyann Perempuan
Perfindiungan Anak dan Fenpendolisn Pendudulk
dan Keluirgs Beroncini Koia Yopyakarta vang
diangkat bertfasarkan Surat Keputusan Wallkota
Yogvaksria Nomor 555/Petn D/BR/D.4 tongeal
30 Desember 2020, dalam hal ini Bertindak
untile dan  was nema  Pemernish Kotn
Youyaléirnl bordastirkan Stirat Kuais Wallkotu
Yogyakarta Nomor 119/249 tanggal 03 Febeuari
2021, vang berkedudikan di Jalan Kepiri Nomor
56 Yegynkurta, untuk selonjuinya discbut FIHAK
KRESATU, dan

: Direktury’ RSKIA PRU Muhammadiyah Katagede
Yopmkarte, berkedydukan di Jalan Kemasan
Nomor 43 Kotegede Yogyvakarts wvang dianghkny
herdismian Surme  Keputusan Dol
Muhomymidivah Kb  Yogyakaris Nomwr
080/ KEP/ILO/D/2020 whzeal 22 Pesember
2020, dalam hal i bertindak wmtuk dian atas
namn  RSKIA PRU  Mubammadiyah  Kowagede
selnnjumyn discbut PTHAK KEDUA




Selanjutnyn PIHARK KESATU don PIHAK KEDUA secarn borsama=sama: diselnst
PARA PIHAK, moxing masing dischut PIHAR.

PARA PIHAK teriebib dabiulu menerangken hol-hal sebagai berileut:

1. "babwn PTHAK KESATU adilah dhsar pembeants Walikots  Yogyalara (dan
DFRD Kot Yogyaknrin dalum penyelenggarean uraran pemerintaban o
bidatig Pembangunan Keluarga Kependudikan dan Kehuarga Berenoans;

2. bahwa PIHAK KEDUA, merupakan penyelenggarn famiitai Kesohotan yang
mompunva Kewenangin ontuk melabuken pelayanan heluares Berencanng
diEn

3, hahwa demgun mendusarioia  pads  Petunjuk Teknis  Penggunsan Dana
Bantusn Opefasional Keluargn Berencana Talun Anggaran J02] FAR&

PIHAK periu mengadakan perjaniian kerja sama untuk mengatir lebib derail
mengenn proses pelaksannan pelavanan Keluarsa Beroncana (KB

Berdasnrkan hel-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepilint Untule mengilaathan
chiel daliam Prrjarijian Kerfa Sama renmng P'ﬂn]mnan Kelusirga Berencana Metode |
Kontrasepsi Jangka Panjang Yang Dibinyai Melalui Dona Alolcasi  Khusus -
Bartuan Opernsional Keluarga Berencana Tahun 20231, unnsk selamjuinys
disebut Pecjnrjmn, dengan svarmt dan ketentunt sebogeal Detikot =

KETENTUAN LIMUM

Dalam Perjarniian im, ving dimals) -

L. Pettietinlah Pusat adainh Presiden Republik Indopesis yang mimégang
leekunsann p:mm-h:mhhn negan Ropublik Indonesin yang: dikantu sleh
‘Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-tUndang
Dasar Negara Repubiik Indonesin Tahun 1945,

Pemerintah Pacrah adatah Pemerintah Kota Yogvakarts:
Dines Pombierdiayaan Perethpusn Perlindunesn Anak dan | Pengendilian
Pnduduk don Keluargn Berencana yang selabjutnya disebut DP3APIKE
Kots Yogvuksrts adulab perangkst daemh di lingkungsan Pemerintah Kota
Yogyekarta yang mempunyal tugas membanta Walikota Yogyakartn untak
meleksanaken urusan pemenntahon  bideng  pemberduyoan perempiian
Kota Yogyakarin. ' '
Bidan adalih setrang perempuan yang lelus dis pendidikan Bidan vang
dinkui pemermmah dan organisasi profesi di wilagah Negara Repuoblik
Jmdonewa serta mendlila koopeiens dan kuahfkost ook deregsoer,
sertifikosl dog dtia secarn sah mendopit Hsensl untuk merjaliiikan praketik
kechidanan,

. Fasilis ‘Kesehatan yang selunjutrys dischut Faskes sdaleh s alat
Jdan/atav tempar vong diganakan untuk  menvelenguarpkan  upayn




peliviviing Kesdhillnn, baild profsolil, preveritl, keuratif, mauptin sebitilitagil
yang dilukiikan oleh Pemeriniah, Pemerintali Diseraly, dun /dtau musyvanikat,
Bana Aloknsi Khusus Non Fisk Subbidang Keluarga Herencana yang
selanjutnya disebut DAK Nen Fisik adalah dana yang dialokasikan kedacmb
untuk membinyn: operasional kegiatan, program prioritns nasional dalom
pelukuntinnn wrdsan pengendatisn pendodule doan’ kelunrsn berencann vang
menjadl urusan dilernll guns meningkatkun capaiin peluksunian progrim
pembanganan ketiargs, kependudukan, dan kelyarg berencana.

Dana Bantuan Opemsional Keluamga Borepoann yang sclanjutnya dischut
BOKB adaluh DAK Non fsik yang dialokasikan kepads daerah temenin
untule melaksamdkan kegistin yang disesudikan dengan eewenangan
dicrah  dilutn. mendUkung  upsiyd  pencapebin  sssaman priosilas
pembanigunan kelunrgn, kependudukan, dun kéluang berencana,

Anggamn Pendapatan dan Belurje Dacrah uniuk sul.m:jumn disebut APED
adalah rencans keuangan ahunan Pemerintab Kots Yogyakaria vang
ditelspkan dengan Peratursn Dacrah Kot Yogvalteria.

Tim Koordisasi Hetjn Simi Docish Kaue Yogyakarts ying selanjitnyn
cisebtit TKKSD adalall tim vang untuk membanty Walikote Yogyakarts
dilam menyinpkan Kerje Sama Daerah.

Metode Konrrasepsi Jangha Panjang yang sclanumys disebut MKIP adalish
alnt kontraxopsi vang  digundlan’ umiok menuisds kebinmilian,  sera
menghentikan kesuburan yang digiinalan dengan jungka pun;pmg meliplng
alat kontragepsi dilam Rahim 1UD, Implan dan kontrmsepsl mantap Metode
‘Operusi Wanita (MOW] dan Metode Operasi Pria (MO,

Keluargs Beroncans adalah upaye mengaiur kelahiran anak, jarak dsn usis
idedl melatirkan, senguiur kehamilan, melalul promosi, pedindangan, dan
Barttuiin sesting deogan hak reproduls unluk mewijudkison Kellmral ying
berkualitun, ' ' - -
Program Jaminan Keschatan Nasional yang selanjitnya discbur JKN adniab
program jamingn kesdhatan borupa periindungan kesehotan agar Pesorte
memperolth manlue  pemelibomun dan petlindurigen keschatan  dalatiy
memenubd kebutuban disar keschatan yane diterikan lkepada sctiap omng
yang telah membayar luren Jaminan Keschatan atau lumn  Jaminan
Kesehatannyn dibayar oleh Pemerintah Pusat atay Pemermtah Daerah.

- Formulin K/ W /KB adalih koo staoes pesenta KiB.

Budun Penvelenggira Juminan Sosinl Kesehatnn vang: selanjuttiva  disebhut
BPJS  Kessholmn  adulah badin  hukum  yang  dibentiik  unuk
mesyelengiarakan JRN.

Penggerakan Pelayenan KB adaiah mngkaion kegiatan yeng dilakukan oieh
Tenaga Lini Lapangan yaitu orang nteu sckelompok orang yeng meniihs
kepedulinn dulats  pengelolunn  dan' peloksanian  progoim KB di lisl)
lupunigun  kepudn calon Akseplor wlau pun pelerta KB agar berscdia
dihadirkn ketempat pelavanan KB serta mendapat pelayanas KB.




LK

. Kot Tasia Penduduk Elektronik, selanjutnya diluhul. KTP-el, ndaluh l=artn
Penduduk #h&mi hukti dirl yan diterbitkan oléh instansi pelaksana.
Praktik Mandiri Bidan yang selanjutnys disebut PMB adolah  fasilitas
pelayunan kenchstan ywng dinclonggurakan oleh bidan lulusan pendidikan
profest untuk memberiloan pelavinan lingsung kepade Klien.

- Akweplor adelsh orang yoang ntenetlina  sirtn mengibutl - pelnksanaan
program KB, '

sed-ne abmormal dan kanker dmm caura, mengambil wel dari leher rabim.

. Itra Uterma Device yang sclunjutnya’ disebut TUD adaluh alat kontrasepsi
vang tetbuat dari plastic vang fleksibel ditanam didubim mbim.
Kontrasepsi Implan yang selamjulnys  disebut [MP  adilah  metode
kontrasepsi hanys mengandung progestin dengan masa kerja Paninng dosis
rendith dan rovermbel.

. Huri Kerjn adalah hari operasional kerja PIHAK KESATU yaity huri Senin
sumpoi dengan 'Jusiat, kecuall bari libur nasiondl yang ditetaphkan oleh
Pemerintih Pisal ' - '

~ Pasal 2
MAKSITD DAN TULIUAN

Meksud Perjanjian inl adalah menyedinkan |andasan bagi PARA- PIHAK
untuk dapat ssiling mendukung dalam Pelaksanaan Pelayonan KB,

Tujan Penunjian i adalah untuk menyukseskan pelaksuanasn kegiatan
pelayanan KB MEJP sesuai dengan ketemtuin dalam Perjanfion ink

.
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Obick Perjanjian ini adalah Program Pelayvanan KB MEJP varg diselengimnzkin
oleh PIHAK KESATU, '

Pasil 4
RUANG LINGKUF

(1) 'Rusng finglup Perjunjinn ini adalah penyediaan pelayanan KB MEIP oleh
PIHAK KEDUA yiang meliputi:
4. Peluysnan kontrusepsi 1UD,
b, Peiavansn kontruseps IMP;
o« Peloyanan Pap Smearn dan
d. Pemiriin loyanan kanseling KB.

halmmm & dard 13-




Paszul 5
HEWAJIHAN DAN HAK PIHAK KESATL

Sclain hak den kewsjiban PIHAK KESATU yung tereantiim  dalam kétentuun-
ketentpan Perganjinn ini, PIHAK KESATU memiliki hak dan lewajiban poiok
sewan | boribmn

(1) 'PIHAK KESATU berkewnjiban untuk:
. Meluhukun pendafisran calon Akscptor yang skin mengikuti kegiatan
pelavanan KB MRJP.
b Membayar bioya operastonnl /jese  medis pelskesnean. pelaysnasn KB
MEJP seauui detigan kesspubkatiti PARN PIHAK.
€. Menyediakan Akt Gbat Kontrasepsl, Baban Pakail Habis dan APD vang
ahan diganakan dalam pelayunan KB MEJP.
(41 PIHAK KESATN berhak untuk:
o Memsdnpoddou: lmmer ruany andokon peloyanom KB sorte wmpne yang
diperiukan dalam pelilsiris kegintan polayansn KB MILIP,
b. Mentlapatkan tenaga medis dan tenaga administratif dalath pelavanan
KB MEJP suing telun ditetaphan _ _ _
©. Mendnpatikan Igporan hasil pelakzanann pelaynnan KB MEJE dari
PIHAK KEDUA.

Pasal 6
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

Selon huk don kewnjibon PIHAK KEDUA yang tercinrum - dalism) ketentgan-
ketenitunr Peérunjiun ini; PIMAK KEDUA memiliki hok dan loewadibern . pokok
it B

(1] PHHAK KEDUA herkewnjiban untiic
0. Tidok okon meiskokon klamm msn medin peloyonan KB vane sudah
dibiayail melalul BOKB kopadu BPJS Keschila,
b Menyedlinkan | kamir/ruangan Tindakan Pelsvanan KB, serta tempat
yang diperiukan dalim peliksinian kegintan pelayanan K8 MEIP,
c. Menyediakan tenaga medis terlafib dan tenaga administmiill pendukung
vang wish dimapkon dar PIHAK KESATU.
d. Mencuntumkon nirmp-timn Akueptor di dalim berkas Riknin Medis
dtan Formulic K/IV/KB.
PIHAK KEDUA berfnk untuk:
n Mendapatkan dafinr, nams Akseptor yang akan mengikol legistsn
- pelnyonan KB MKIP.
b, Merdapnikat pemblvirin Blayh Operasioni] fjise) todis - polssinnan
pulavanan KB MKJF dari PIHAK KESATU.
¢, Mendaputkan Alat Obat Kontrasopsi, Buban Pakal Habis dan Alst
Pelindung Din yeng akan dignnekan dalam pelayanan KB MKJP.

helonsn S dars 12 |




Pasas] 7
KEFESERTAARN

(4) Peserti Pelsyanun KE MRJIP adatah; _
o Warge Koto, Yogyakarta yong dibuktikan dengan KTP-¢l: nau
b Warga wang memiliki KTP-=l bukan Kola Yogvakosrts alan tetapl
berdominili' di Kota Yogyakarta yang dibuktlkan dengan menunjukkan
surat keterangin domisil datl R‘T.fmﬂ' sl
(3} Kriterin Peserta Pelayanan KB MEJP adalob sebagai berikut:
& Pasangan Usa Subwr (PUS] dengan usin Maksino] 49 (empart puluh
sambilan) whun;
b, Akseptor KB ulang/layanan uline/ganti cati: dan
c. Calon Akseplor Baru,

Pasal 8
PELAKSANAAN

FIHAK KESATU menunjuk dan menetapkan PIHAK KEDUA untulk bertindak

schagal penvelenggar pelayanan KB MKJIP bagi peserta calon Akscptor

yiang sewwan, denpan, syarat-syoret dan ketentusn-lorentian - yang . dintar

citilnm Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA menyediditan peliyanan BB MEJP Kepads Pesart Calon

Aksegitor Kotis Youyikurts,

PIHAK KEDUA bertingmung fawab otas miitis penvelengniraan KB MR di

Frskes yang dikelola olch PIHAK KEDUA.

PIHAK KESBATU bertumgmung  jawab atay  pembisyabn’ penyvelénggsraan

pliyanan KB MK ' -
 PARA PIHAK secara bersamassami stay sendiri-sendin menyelengaurakon

sonlnlisasi, menyediakon miormasi lcpada masyarakal, stan priuksanann

pelayvanen KB MEIP di Ko Yogvakerta

PARA PHIAK secarn Dbersemi-sams sty - sendivi-sendivi - menyelesaikan

‘permudalohon yang tmiliv] selama proses pelayanan KI3 MEJP.

PARA PIHAK menyusun dan menyepakati fadwal pelayanan KB MBEJP

sebagai acuan wekty pelaksanann pelayanan KB MEJPR.

Prsal 9
PENOAJUAN KLAIM BIAYA 'WHH&H'FM?&HM. KB MEJP

PIHAK KEDUA mengnjukan Kiaim Biaya Pelayanan KB MEJP kepada PIHAR
KESATU semuni dengan dota jumiah Alseptor yang terlavani dilampini bl
bayar/ kuitansi don dafinr nussa Akseptor yung dilovani

PIHAK KEDUA mengajukan klaim biva pelasinan KB MEJR kepaids PIHAK
KESATU sclsmibal-lambatnyn 6 (lima) Har Kedfi teshitung sefak peldyanan
KB MKJP diberikatt kepads Aksrptor.




Pengijuan kiem ditandamngani oleh Pejabut ving becwereng di PIHAR:
KEDUA dun diberi capfstemple basil.
Verifikasl Kizim dilak=sanskan oleh :DP‘HPEHB Kota Yogyikarta dan
pencairan dans memerlukan wakiy kurnmg lebib 1 (satd) bulan dengan,
pembararan melalin mekamsme iranaler bank.
Bank tujunn pembayamn ssbagaimans dumaksud gada avat (4] sdolah bank
wang telnh dittinul oleh PIHAK KEDUA.
~ Pembayarkin akan dilakukan FIHAK KESATU  setelah menerima surat
penpajuun 1ggibun dan PIHAK KEDUA vang dilengkapi dengan persyamatan
administrast dan Kugjaos,
Pembmyaran akan dilakuken secars nortuned ke Bagiun ilag ani ketju vang
bertigus until moldksandimn tata vasha kevangin dari siuilu Faskes atay
- melalui transfer dengan nobter mkening sebagsi Herikur -

(RSKIA PRU Myhammadiyah Koegede
& Alas namn : REKIA PKU Mubammadiyith Kotugede
b, Numo Bunk  : BPD Cabang Syarinh Daersh latimewn Yogvakatta
«. Namor Rekening | 801.211,003285 ' '
o, Cabang : Utnnu Syarink

Pasil 110
FEMBIAYAAN

PIHAK KESATU menyediakan anggaran unituk membiaysi penyelenggamaan
Pelayanan KB MBIP melslul BOKB dan Anggaran Pendaputisn din Beiania
Buaerahl (AFBETD) Kora Yogyalkarta.

Rincisn Pembiavasn dulsm pelaksipoon pelayanan KB MEIP ditusnikan
dalam dokumen lainnya vang merupaken baglan tdak terpisahlan durd
H:]ﬂmlan ind,

Dimungkinkan adenya  dukungen  pembiayean dar pihak bun saog
peloksnaannya distur  dengin  berdunir  padn Tetantuan peraliiran
pttundang-undanghn yang berlalku,

Pembipyaan dari piliak lin sebagimana dimaksud pada avar (2) disepukati
elelt PARA PIHAK dan dituangkan dllmn suaty Beritn Acam dan/atau
dpkamen lainuya yung merupukan bagian tidik terpisahlean dan Peronjion’
18

Dalim bl peladosnann Perjatijlan il belum erangsckan secars khusus
aleli PIHAK KESATU' dén/atau membebani masyarskast dias dueral, makn
pelaksuruan kegistan vang distur dalam Pedanimn inl harms mendapatkan
persetiguan Dewan Porwakilan  Rokyat Daernh Ko Yogyakarts terlebib
datifu.




Prsal 11
PELAPORAN

MHFI’ ,ﬂﬂn mﬂﬂFﬁrﬂhkﬂﬂ ki porsn lerpebut secars termilis kepada PIHAK
KESATEL

Laparan sebagaimany dimaksud puda ayat (1] dikitimkan kepads PIHAK
LE%;L’U paling fambat 10 (scpuluh) Han Kerja dard pc!akmnmn pelayunin
K %

Pras=al 12
PELAPORAN FENYELENGOARAAN PELAYANAN KB MEJP

Pelaksansan Pirjanjian ini akan disvalipsl secam berdmla  sckumng-
farmngnynl (sata) kel dalam | {satu) twbun sccarn Bersama-sama oleh
PARA PIHAR.
Hanil evulunsi sebagnimana dimoksud pada ayist (1) aken disunikan oleh
PARA MHAK schagal masubian dien bahin, pertimbangan dalam: Pecjanjisn
selanjutnyy,

Pusal 13
JANGHA WAKTU FERJANJIAN

Peranjian ind Berlaku sk inggal 16 Maret 2021 dan berakhir tangmal 15
Marer 2026, sepanjang hidak terdapot perubohan kebijakan oleh Pemermsbh
Kot Yopyaksrte aton Pemerintoh Pusat dalom pumknmmnn peliyanin
KR MEIP

 Apabila PARA PIHAK bermasksud memperpanjong Perjnjian ini selambet-
Nambetnys 60 fenyam puluh] Harl Kerfo  sebelum bemkhimyn jangka waktn
Perjaniion sudah ndy kesepetan secars tomnalis

Pigeinn mo tidak berakhir npabils siluh satu PIHAK yang miénasdatsngirn
Perjinian inl meninggal dunds sty adinys pengubahon dan/atau mutssi
jabatan dan/atau perubshisn ststus badan hukum atau kelémbagian PIHAK
KESATU msupun PIHAK  KEQUA  schingga PIHAK  maupun sang
mengmniiken fetap terikat worta wajit mentwat Perjrojian ini.

Bernkhomyn Perjanjlon  ini  ddek membebagkan PARA PIHAK Gribilk
e nyelesailim kewajilian vang sedarny betjutan.

Pasal 14
BANKS]

| Dalam hal PIHAK KEDUA terbiuktl secars nyiia Uk meinkuilan kewnjiban
#chagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayal (1) dan pada pasal-pasa! lainnva
Ualam Pegunjion inf, maks PIHAK KESATU depat memberikan tegursn
secary tertulis Kepada PIHAK KEDUA.

hillnrnin B dari 22 [ 71




Apabila dalom  jangka wakin 4 jempat belus) Horl Kerjn setelih
penynpaisn tegliiiin secara tertulis oleh PIHAK KESATU kepindih PIHAK
KEDUA ternyata PIHAK KEDUA manih belum- meluksanikan keivijibannya,
maka PIHAK KESATU dupeit menanggubkab pemboyaran stas klaim hiaya
peluysnan KB MKEJP yung telnh dinjukan oleh PIHAK KEDUA sampat dengan
adanya pemenuban kewajiban olel PIHAK KEDUA.

Apolaly dolam walctid 14 [éempat Belod) Harl Kerla seiik dilakukannya
priatigguhan  pembayaran PHHAK KEDUA masih belum  melakssnakin
kewaiibannys maks PIHAK KESATU dapat meninjau kembali Perjanjian ini.

Pasnl 15
KEADAAN KAIIAR

Yang dimuksud dengan Keadaan Kabar adalah sustu  kesdend yang
tegjadinya di lopr kemampuan, kesaluban atau kekunsann PARA PIHAK din
yang menvababkan PIHAK yang menghiemisva Hdak dapat melakssnnikon
day terpnken mengunda pelukdonann kewijlbannya dalom Perjanfian iai

Reagiaan Kabisr tersebut melipuli bentwna alim, bencana nonalam, wabah,

perang  (batk  yang  dinysiskan  maupun vang tidak  dinyatakan],
permberontakan, hume-ham, pemogokan umum. kebakaran st kebajulkan
Pemirintah Fukdl vang berpengarih secam lungsung erhadep pelalsunian
Dilam. hal ledadinys peristive Kenduan Kihar, maks PIHAK yang terhaling
untuk melaksakan kewajibatnya tidak dagat dituntit oleh PIHAK tinnya.

PIHAK vuoy terdampek oleh Keadaan Kahor wajib memberiishukan sdunya
peristiwn Keadsan Kahar rersebut kepada PIHAK vang lnin secari tertulis
paling lombat 14 (cpat belas) Har Kerfa sejuk sant \erfaslings peristivi
Keardian Kabas, sang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabatl yung
berwonang yong mensmangkan adanyn peristive Kendaan Kahar tersebut.
THHAK yong wrkenn Kendonn Rahar wajibh mengupavikan dengan sebaik

bauknya untuk tetap melakssnnkon  kewnjibunnyva  sebagaiming distar
dislain Perjaniinn inl sepera seteldh peristive Kendaan Kdhar betakhir.

- Apabils peristive Hesdhsn Kahar berkingsung terus hingga melebihi, atau
dighugn olth PIHAK yung mengalami Keadaan Kahar akan melebihi jangka
waklz J0 f(uga puluhl Hon Korie, maka PARA PFIHAK sopakst untuk
menirjon kembali Perjonjion ini.

Segmla kerugian diin /itats blaya yang dideritn oleh salili sty PIHAK sobagni
akibal  terjsdinys  peristwn  Keondaan  Kahar  Dukan  merupaksn
tanggyngiawab PLHAK yang lain,

Pasal 16
BERAKHIRNYA PERIANIIAN

- Perjanjion ini bemmkhie apabila:
. Jungks Wektu Peganjian telah berakhir; amu




h. PARA PIHAR sepnkat untok mengakhin Perfaniiin ini.

Al Perjaniian fni berakhir sebagaimans dimaksud pada syat (1), sepala
akibmt yurig vimbul akan diselesaiknn sewsi ketentuan vang berlaky dun
atns kesepukatan PARA PIHAK,

Pas=al 17
PENYELESAIAN PERSELMSIHAN

PARA PIHAK sciuju dun sepakat untuk menyelesdikon Perpelisiban yang
mungkin timbul sebagat akibul dari pelaksannan Perjanjisn i dengan jodan
musyawaraiy urifuk mencapid miufakat,

Apatila tipiya penyolesniin sebgiimans dimaksid pads ayir 1 Pasal ini
bidak weresped, maka PARA RIHAK sepakar untuk menvelesaikunnyy melnlul
Badan Arbitrase.

Pusul 18
KORESPONDENS]

Pemberitabiuan, surat awsyumt, komunikes, pemboyaran Riam Pelayunas
KB MREJP dan fatan korespondensi dulam pelaksansan Peronfion mi akan
dibeniwabidon ntsu dikampatkan oleh salah sutn PIHAK kopadn PIHAK
lninnya kepindn alamnt sobigod berilii

PIHAK KESATU

Dmas Pemberdavean Perempupn Perfindungan Anak dun Pnﬂgmﬂali&n
Pendtdulk dan Kelunrgn Berencdan Kota Yogyaleirn

Al ¢ Romplek Kantor Walikown Yopvilkarta, Jalan
Nowsor Telepon . [0374) - 515865

Nomar Email : dpdap2khigmgakora.enad:

PIHAK KEDUA

RSKIA PRU Mahammadiyal Kotagede

Al . Jdalaty Kemasan Nomor 43 Kotagede Yopyakarta
Nomor Telepon ;02T =3T1201

Emuil 1 pkukotagedoagmuil cam

Apabila salah san PIHAK pindish ke alamat lain dwe mengtibeh domor
telepon, omumor feksimili, din/atau nomor okening bank, make PIHAK
temeby] harus ferlebih dahuly memberitoliulon secara terlis kepuda
FIHAK fam paling lumbat 14 jempat belis) Hari Kerjo sebellmnys.




Pasal 19
LAPORAN DAN EVALUAS] PELAKSANAAN PERIANJIAN

PARA PIHAR baik secans sundin-sendir maupun berssma-sama melnkakan
pemantauan atas pefaksanann Perjnnjian jnl sesisl kewsnungan measing-
mosmne PIHAK sotap 6 [enam) bulan seksll smuo dilem ondist erentu
seal kebutuhnn
PARA PIHAK menyertalean data, (uformasi maupun dokumen pendukung
yung diperukan dolem peliksunuun evaluusi dan pelaporan pelaksannan
Perjanjian ink
PFIHAR KESATU menynmpaikan bosil lapoan dan o evaluast sebagaimsnn
dimuksud padi myat (1) képoda Wilikots Yogviktirtn pating sedilit 2 (dua)
kall daliam | {matu) lahun angiaran.
Lﬂ{mrﬂn a:lngaimmu disebuthsn pulie syat [3) ditembuskan ' kepeda
Sofretarin Daerah Kota Yogyakar selplos Ketye TEKSD Rots Yogyskorts;
PIHAK KESATU walib momgmplosti don meiaksanddon evaluoani Kerga soreu
dnerah vinge diselenpparaing oléll TRESD.

- Husil cvaluasi pkan digunakan oleh PARA PIHAK sebagii masukan din,

Pannl 20
LAIN-LAIN

Sepale penguibshan wrhadap hal-hal yang distar dalam Perjanjinn ini hanys
dapat dilakukan etas perpergjuan tertilis dad PARA PIHAK dim morupakan
tayjpan yong tdek terpinehken dan Peganjian ini

Apabile tefdapal balhal vemg Uduk aiig Belum culkdp distur dalam
“Perjunjian ind dan PARA PIHAK mttsa periu nielakukan pungubulmn msitka
pengubsibian tetscbul Banyy dupat dilakukan Berdasarkan persetujuan;
tertiafis vang dituangiom dalam suatu perjanjian tambehen (pdendum) VInE
mengikar sotelnh ditindatangam PARA PIHAK dan meropaknn bagien sung
thilile terpisahkan darl Petjiniion ini.

Hak dun Kewsjiban berdamarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkin, buaik
schugian  muupun  selurvhnye  kepadae  pihak Jain,  kenuali  dengan
persetjuan tertulis PARA PIHAR.

Jikn adn solnh ssto etoo lebih ketentuan dalem Perjanjion s teemvata tidak
sah, tidak berlok, st tidak dopoel dilokasnakan berdasarkan huloim atad
keptitusin yang herlaku, maka PARA PHHAK dengan ini svtuju dan
menyvataksn bahwa ketettusn lainnye dolam, Petanjan ind tdak akan
rerpengarah olehinya, tetap sah, beraku dan dapor dilaksanakan.

H-lln:lun 11 II.I.H u f




Demikinn Perjunjinh ini dibuat dun ditandatsngani peda had, tanggal, bulan dan
tabmun sebagaimana disclhul prdu wwal Perjunjinn m, dibnst rangkap 2 (duaf asii,
masing-mnsmg sama bunyioyo, di atas kertas bermatorni culoop dan metnpunyil
keluatitn liukui ving s sitelsh ditendistangant oleh PARA PIHAK:

PIHAK KEDUA,

hivllsedoioty Y el T2
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®, PERJANJIAN KERJA SAMA 3
b s
¢ DENGAN

L

PIFIN HERIYANTI
TENTANG
PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (KB} METODE KONTRASEPS] JANGKA
PANJANG (MK.JP)

PHE

. A

-

LLJ
LTSS

NOMOR : 6/PRSYR/WND.14/SEP/2021
NOMOR DOS/MOLUIX/PMB 2021

- =
=T - o

Pada han ind Senin, tangeal Dua Puluh, bulan Seprember; tahun dua ribudua
pulzh saru (20-09-2021), bertempat di Yogyakarta, vang bertanda tangan di

LI AE LT XT X L

&
bawah ini; w
*3: *
% I. EDY MUHAMMAD : Kepala Dinas  Pemberdaysan  Perempuan §
'F: Perlindungan Anak dan Pengendalien Penduduk t:
f: dan Keluarga Berencana Kota Yogvakarta vang B
& diangkur berdasarkan Surat Kepulusan Wislikotsa 'f
< Yogyakarts Nomor: 555/Pem:D/BP/D.4 tangeal 30 &
% Desember 2020, dalismn hal ini bertindak unluk dan ;'
] atas  mama  Pemennish Kot Yogyokarta @
' berdasarkan Sural Kunsa Walikots Yogvakarta &
s Nomor 1119/249 tanggal 03 Februnn 2021, vang Y
* berkedudukan  di  Jalan Kenari  Nomor 56 :ﬁ
b4 Yogyakarts, untuk selanjutnya disebut PIHAK
ii KESATL, dan ‘::
% . PIPIN HERIYANTI : Bidan, lahir di Yogyakarta, 15 Juni 1962, Warga ::;
A Negara Indonesia, berfempat tinggal di  JL 1:;
Y Prapanca Nomor 57 Mantrijeron Kold Yogvikaria, Py
> pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -
& Induk Kependudukan 347 1085506620001 .'25
ﬁ bertindak untuk dan atas nama dirinva sendiri, -
% unfik selanutova disebut PIHAK KEDUA. .':;
| L] ]
’E: Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama- :
> sama disebur PARA FIHAK, masmg-masing disebut PIHAK. i
:*: PARA PIHAK rerlebih dahulu menerangkan hal hal sebiagal beriloat:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pembantuy Walikota Yogyakarta dan
Dewint Perwakilan Rakyval Deerah Kota Yowyakarts dalam penyeleniggarasn

FARAF PIHAK KESATU

l;l‘

X Y X L N Y RS XA P I XXX r TR X RN XY Y %

L e T

%ﬁ'ﬁ:

halnman 1 dart 13 halaman
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A

=t
»
urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan  keluamga a
-

M berencana di Kota Yogvakarte. 3
}l:; 2. bahwa PIHAK KEDUA, merupakan penyelenggara fasilitas Keschatan Praktik ;
:':} Mandiri Bidan yang mempunyai kewenangan uniuk melakukan pelayanan -ﬁ
& Keluargs Berencand berdusarken Surst [jin Praktik Bidan (SIPB) Nomor &
o S03/0121/SIPB/XIL/2019; o
'E 3. PARA PIHAK bermeksud umiuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ':’.l
P tentang Penyelenggiraan Pelayanan Kelunrgs Berencans dan Keschatan &
1:- Reproduksi di Fasilitas Keschatan i Wilavah Kot Yopyakarts Nomor: {:1
$ 4 /KB.YK/WND. 1 /SEP/2021; 004/ MOU/IX;PMB/2021; dan -
qz. 4. bahwa dengan mendasarkan pada Petunjuk Teknis Penggunaan Dana %
"4 Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021 PARA &
:-lf, FILAK peru imengadakan perjanjian kerjn sama untuk méngatur lebih detail .
'S ; e T i ey L3
Y mengenal proses pelaksanaan pelayanan Keluargs Berencana (KB), %
> s
:‘: Berdasarkan hal-hal tersebul di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan E‘I
W dini dalam Perjsnjisn Kerja Sama tentang Pelaysnan Keluarga Berencana (KB) I:;
L Metode Kontroseps: Jangks Panjang (MEJP), untuk  selanjutnya disebut :
}":5 Perjanjian, dengan syaral dan kelentuan sebagai berilut: iI:j
- -
:f Pasal 1l -
T.'..: KETENTUAN UMUM ]'E‘
L s
i:}_ Dalam Perjamjisn ini, yang dimuaksud: ;',r
» 1. Dinags Pemberdsvasn Porempunn Perlindungan Anak dan Pepgendalian ;IJ,
g Pendiidik dan Keluargs Beréncaria Kotn Yogvakorts yveng sclanjutnya 0
:*n disebut DPIAP2IKB Kota Yogyvakaria adalah perangkat daerah di lingkungan ;
% Pmm:nntah Kota Yogyakarta yang mempunyal rugas q‘mmf:gmu Wu!ih.:nm Fi{
~ Yogvakarta untuk melaksanakan urusan  pemerintihdan  bidang ¢
- pemberdaysan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk %
2: dan keluarga beréncana di Kota Yograkarta, -:-
. 2 Bidan adalah seorang perempuan yvang lulus dari pendidikan Bidan yang &
b dinkui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah Negara Republik ;:IT.
o Indonesia serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk deregister, 1§
e sertifikasi dan #tau secars sah mendapat lisensi uatnik menjalankan praktik |
Q‘ kebidanan. -.ﬁ
% 3. Fusilitas Kesehatan yang selanjutnya disebut Faskes adalah suatu alat :#_
ﬁ danfatau  tempat yang dignnakan untuk meoyelenggarakan upaya %
! pelavansn Keschutan, baik promotil, preventil, kuratil, mavpun rehabilitatif :‘
s vang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintsh Daerabh, dan/atau 8§
.':; masyarakal. .:'.
% 4. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Subbidang Keluarga Berencana yang :ﬁ
- selanjutnya disebut DAK Non Fisik adalah dana yang dialokasikan kedacrah &
] untuk membiayal operasional kegiatan program priovitas nasional delam
: . #
":I PARAF PIHAK KESATU halaman 2 dari 12 halsman .t.

%

[
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Tﬂ'{ pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang ::.
:;,I menjadl urusan daerah guna meningkatkian capaian pelaksanaan prograimn +
K pembangunan kefuarga, kependudukan, dan keluarga berencans. -,
f:'n 5. Dans Bantvan Operasional Keluarga Berencana vang selanjutnva disebut ';:-
¢ BOKB adalah DAK Non Fisik vang dialokasikan kepada daerah tertentu 5
:. untuk melaksanakan kegistan vang disesupikan dengan Kewenangan :r,
la daerall  dalam  menduloung  upavae  pencapaian  sasgran prioritas E.:
% pernbangunan keluarga, kependudukan, dan keluaregs boreneana. -
e & Melode Kontrasepsi Jangka Panjang yang selanjuinya discbut MKJP adalah :
s alat  kontrasepsi vang digunakan untuk menunda kehamilun, serta &
!:. menghentikan kesuburan vang digunakan dengan jangka panjang meliput -:!
:.: alat kontrasepst dalam Rahim 1UD, Implan dan kontraseps) mantap Metode :..:
- Operasi Wanita (MOW) dan Metode Operasi Pria (MOP), -
w: 7. Eeluarga Berencana adalah upayva mengatur kelahiran anak, jurak dan usia E;
:1.: ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi; perlindungan, dan g
by bantuan sesusi denpan hak reproduksi untuk mewujudkan Keluarga vang P
& berkualitas. P
¥ 8 Program Jaminan Keschatan Nasional yang sefanjutriva disebut JKN adalah ,:
& program jeminan kesehatan berupa perlindungan kesehatan agar Peserte
o memperoleh manfant pemeliharaan dan perlindungan leschatan dalam 9
- memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang *
::j yorrg  ftelah membayar luran Jaminen Kesehatan amy lurman Jaminan ‘1':
- Keschatannya dibayar aleh Pemerintah Pusal atau Pemerintah Dacrah. *
r: 4, Badan Penyeélenggare Jaminan Sosial Kesahatan yang selanjutnya disinghat ',’:
- BPJS Keschatan adalab badan hukum vang dibentuk berdasarkan Undang- :1-_
r: Undang Nomor 24 Tabun 2011 {entang Budan Penyelenggara Jamiran ::
E.:. Sosial jo. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentiang Cipta Kerja vang :..:
a, berfungsy untuk menvelenagarakan program jeminan kesehatan. T:,

X
-

4 10. Formulir K/IV/ KB adalah kartu status peserta KB. -
.:_ 11, Penggerakan Pelayanan KB adalih rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh "]
v Tenaga Lini Lapangan yaitu orang arau sekelompok orang yang memiliki 4
;:, kepedulian dalam pengelolaan dan pelaksanaan program KB di lind f
‘s lapangan kepada calon Akseptor atau pun peseria KB agar bersedla
< dihadirkn ketempat pelayanan KB seria mendapat pelayanan KB. *,
¢ 12, Karto Tenda Penduduk Elekironik, selanjutnva disebut KTP-el, adalalh kartu I;L-
. tanda penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi @
- Penduduk sebagai hukti dirl yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. i
:‘ 13. Praktk Mandirl Bidan yang seclanjuinya disebut PMB adalah fasilitas E
5 pelavanan keschgtan vang disclenggamakan oleh bidan lulusan pendidikan g
Ez profest untuk memberikan pelayanan langsung kepads ldien. -:
::.: 14, Akseptor adalah orang vang menerima sorta mengikuti  pelaksanaan '%E
,:‘; program K. :‘i
Es P f*i
>, g
: —Jvﬂﬂﬂﬁ‘ PIHAK KESATU | hidsrnan 3 diri 12 halamn ::n
vy I )
* +
S R N N Y .m%}}:ﬂfm}}:*}}:{‘:ﬁ";ﬁiﬁ{iﬁ
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.:: 15. Pap Smear adalgh alatl screening vang dapat membantu dalam mendeteksi :".
@ sol-sel abrormal din kanker dengan cara mengambil sel dar leher rahim, ::
f:i 16. Intra Uterine Device yang selanjutnya disebut [UD adalah alat kontrasepsi %
P yvang terbuat darn plastik vang fleksibel dipasang didalam rahim. *
% 17 Kontrasepsi Implan yang selanjutnva discbut IMP  adalahl metode 't'
&, kontrasepsi hanya mengandung progestin dengun masa kerja panjang dosis 3
& rendah dan reversibel. "*,:
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18. Hari Kerja adalah hari operasional kerja PIHAK KESATU yaitu hari Senin
sampai dengan Jum'at, kecualli hari litnir nasional yang ditetapkan oleh
Pesnerintidh Pasat

169, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk selanjutnya disebul APBD
adalab rencana  keuangan  tahunan Pemerintah Kota Yopyvakarta vang
dit¢tapkan dengan Peraluran Dagrith Kote Yopvakarta,

20. Tim Koordinasi Kerja Sama Docrah Kota Yegyakarta yang selanjutnya
disebiit TKKSD adalih tim vang antdk membanty Walikota Yogyakarta
dalam menyiapkun kerja sama daerah,

21. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasann pemerintalian negara Repliblik Indonesia yang dibentu oleh
Wakil Presiden dan menteri sebagammana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negarn Republik Indonesia Tahon 1945,

22 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Peranjian ini adalsh sebagai landasan teknis bsgi PARA PIHAK
untuk dapat saling meadukung dalam kerja sema Pelaksanaan Pelavanan KB
i Kola Yogyakarta, _

(2} Tujuan Perjanjian ini adalah untok menyukseskan pelaksanaan kegatan
pelavanin KB MKJP di Kotn Yogvakarta.

Pasal 3
OBJEK KERJA SAMA

Objek Perjanjian ini adalah Program Pelayanan KB MKJP yang diselenggarakan
oleh PIFIAK KESATU,

PABAF PIHAR KESATU
I-
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Pasal 4
' RUANG LINGKUP

LY X
LN

Ruatig lingkup Perjanjlan inl meliputi:
{1} penvediaan pelayanan KB MKJR aleh PIHAK KEDUA vang meliputi:

X

4+

; . Pelovanan kontrasepsi [UD; *
';{: b.. Pelavanan kontrasepst IMP,
- ¢ Pelayanan Pap Smear, dan i
:;‘I . Pemberiun luyvanan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi; :
;:!_r e, Distribusi Alokori;
ps f. Pencastatan dan pelaporan; dan :
:. g Pembinaan, monitoring dan cvalunsi pelayanan KB, :;,
& (2 Pelaksanuan, pembiayaan, pelaporan dan evaluasi Perjanjian. ‘3
P | Pasal 5 B f‘:i;
| KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KESATU -

Selain hak dan kewajiban PIHAR KESATU vang tercantum dalam ketentuan-
ketentuan Pegjanjian ini, PIHAK KESATU memiliki hak dan kewajiban pokok
schagai berikut:

e
L]
o

TSRS

"

:
(1) PIHAK KESATU berkewafiban untuk: &
o Melakukan Promosi kepncdn Masyarakat, Y

PEXLS X LS

b. Melakukan pendaftaran calon Akseptor vang akan mengikuti kegiatan
pelavanan KB MKJP. '
Membayar biaye operasional/jass medis pelaksansan pelayanan KB
MIKJP sesuii dengan kesepakatan PARA PIHAK.

XL ST
Fl,, 2]

5 Menyediakan dan Mendistribusikan Alat Obat Kontrasepsi, Balian Pakai
?'._. Habis dan APD yang akan digunakan dalem pelavanan KB MEJP,
5.: ¢. Memlasilitas! sistem pencatatan dan pglaporan pelayanan KB, P
E f. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelayanan K8, 1:7
. [2) PIHAK KESATU berhak untuk: b4
f{ a. Mendapatkan kamar/ruang tindakan pelayanan KB serta tempat yang ¥
e diperiukan dalam pelaksanaan kegiatan pelavanan KB MEJP. -,
* pe preiay +
¥ b. Mendapatkan tenaga medls dan tenaga administratfl dalam pelayanan ¢
EP KB MIGIP yang telab ditetapkan. £
;:': ¢ Mendopalkin liporan hasil peluksinasn pelayinan KB MRKJP dan ]
R PIHAK KEDUA, o

% L
=

L]

-
-

PARAF FIHAK RESWTL
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Pasal 6
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDLIA

& ﬂ#

2 L

Selain hak dan kewajiban PIHAK KEDUA yang tercantum dalam ketentuan-
ketentuan Perjanjian ini, PIMAEK KEDUA memiliki hak dan kewa jth:aﬂ '_pnkuk

LA X T K XL T

sebagal berkut: ':,
(1) PIHAK KEDUA berkewajibin untuk: 3
& . Tidak skan melakukan klaim jasa medis pelayanan KB yang sudah
s dibiayai melalui BOKB kepads BPJS Kesehatan,
- b. Menyedinksn lkamar/ruangan Tindakan Pelayanan KB, serta tempat 2

q vang diperfukan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan KB MKJIP.

: c. Menyediakan tenaga medis terlatih dun leoaga adminisiratil pendukung *.'JI‘
e} vang telah ditetapkan darl PIHAK KESATU. pd
g: d. Melaksanakan KIE dun konseling KB dan Kesehatan reprodiksi. w
g. . Mencantumkan nama nama Akseptor di dalom berkas Rekam Medis P
e atau Formulir K/ 1V /KB : I

L L)

I Melakukan pencatntan dan pelaporan hasil pelayanan KB
{2) PIHAK KEDUA berhal untik:

_,.
b

::: #. Mendapatkan daltar nams Akseptor yang akan mengikuti keglatan :t':
E h. Mendapatkan pembayaran biaya operasional/jasa medis pelaksanaan £
!':5 pelayanan KB MKJP dari PIHAK KESATU. .1'1

N
L5

c. Mendapatkan Alat Obat Kontrasepsi, Bahan Pakai Habis dan Alat

L) 1
'fg; Pelindung Diri yang akan digunakan dalam pelavanan KB MKJP. ':.
3 :
¥ )
~ Pasal 7 Re
4 KEPESERTAAN b4
* &
§ (1) Peserta Pelayanan KB MKJP adalah: ho
@ a, Warga Kota Yogyakarta atau luar Kota Yogyakaria dengan menunjukkan 5
» KTP el; stan

;' b. Warga yang tidak memiliki KTP-¢l dapat menunjukkan surat keteratigan

;:-; domisili dan RT/RW setempat.

(2) Kriterig Peseria Pelayanan KB MEJP adalah sebagai berikut:
a. Pasangan Usia Subur (PUS) dengan usia maksimal 49 (empat puluh

L XLz

-

B L T T E T LT

ﬁ sembilan) tahun;

“+ b. Akseptor KB ulang/layanan ulang/ganti cara; dan

- ¢. Calon Aksepor Baru.

> '

- lﬁ
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Pasal 8
PELAKSANAAN

PIHAK KESATU menunjuk dan menctapkan PIHAK KEDUA untuk bertindak
sehagii penyelengeara pelayanun KB MKJP bagi peserta calon Akseplor vang
sesual dengun syarut-syarmt dan ketentuan-ketentuan vang diatur dalam
Perianjian ini.

PIHAK KEDUA menyediakan pelavanan KB MEJP kepada peserta calon

Aksepror Kota Yogvakarta.

PIHAK KEDUA bertangeung jawab stas miutu penvelenpgdraan pelayvanun KB
MIKJP di Faskes yang dikelola oleh PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU bertangoung jawab atas pembiayvaan penyvelengearaan
pelayanan KB MKJP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PARA PIHAK secars bersama-sama stay sendiri-sendiri menyelengearakan
sosulisnsl, menyvediakan informast Kepada measyarakar atas pelaksanaan
peloyanan KB MEKJP di Kota Yogyvakarta,

PARA PIHAK sccara bersama-sama ateu  sendivi-sendiri menyelesaikan
permasaldhan yang timbul delinu proses pelayanan KB MEJP.

PARA PIHAK menvusun dan menyepakati jadwal pelavanan KB MEJP sehagai
acuan wakiu pelaksanaon pelayvanan KB MKJP.

Pasal 9
PENGAJUAN KLAIM BIAYA PELAKSANAAN PELAYANAN KB MKJP

PIHAK KEDUA mﬁngajukan Klaim Biava Pelayanan KB MKJP keponda PIHAK
KESATU sesual dengan data jumlah Akseptor vang terlayam dilampiri bukti
hayir/ kuitans dan daftar nemea Akseptor yang dilayani.

PIHAK KEDUA mengajukean klaim biava pelayanan KB MEJP kepada PIHAK
KESATU sclambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja terhitung sejak pelayanan
KB MKJP diberikan kepades Aksepror.

Pengajuan klaim ditundatangani plech Pejabat yang berwenang di PIHAK
KFDUA dan dibari cap/stempel basah. '

Verifikas: Klaim dilaksanakan oleh DP3APZEB Kota Yogvakarta dan
pencairan dana memerlukan waktu kurang lebih 1 (satg) bulan dengan
pembayaran melalui mekunisme transler banle

Bank tujuan pembayaran scbagaimans dimaksud pada avar (4) adalah bank
yang telah ditunjuk olel PIHAK KEDUA. |

Bembavaran akan dilakukan PIHAK KESATU sciclah  menerima, sursat
pengajuan tagihan dari PIHAK KEDUA yang dilengkapl dengan pérsyaratun
administrasi dan kuitansi, |

Pembavaran akan dilakukan secara nontunal ke bagan atau umt kerja yang
bertugss untuk melaksanakan tata useha kevangan darl suatu Faskss atau
melalo transfer dengan nomer rekening sebagai berikur

e —— e R ——

PARAF PIHAK BR-SATU
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(1)

& Atas nama - PIPIN HERIYANTI
4. Nama Bank ¢ Bank Raloyat Indonesia (BRI)
e. Nomor Rekening © 6640-01-038650-53-4

Pra=ai 10
PEMBIAYAAN

PIHAK KESATU menyediskan anggaran untuk memblayai penyvelenggarasn
Pelayanan KB MKJP melahy BOKB dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah Kota Yogyakaria

(2} Rincian Pembiayaan dalam pelaksanaan pelaysnan KB MRJP dituangkan

(3)

(4)

(5)

dalam dolkumen lainnya vang merapakan bagian tidak erpisahkan dari
Perjunjian ini,

Dimungkinkan adanya dukungan pembiayaan dari pihak lain vang
pelaksanaaviryva  diatur  dengsn berdasar pada  kelerituan  peratran
perundang- undangan yang berlaku,

Pembiayaan dan piliak lain sebagaimana dimaksud pads ayat (2] disepakati

oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam suatn Berite Acars danjawau
dokumen lainnya vang merupakan bagan tdak terpisahkan dari Perjanjian
i,

Dalam  hal pelaksanaan Peganjian ini membebani masyarakat dan

e
W

L L

*

X X

L)

-

-

e

4

Pemerintah Deeruh don/atiu belutn terangearken secara kKhusus oleh PIHAK *"
KESATU, maka pelaksanaan kegiatan yang diatur dalam Perjanjian ini harus ':‘
mendapatkan persetujuan Dewsn Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyalarta &
terlebih ' dahulu. .:’
Passl 11 *

PELAPORAN 3

[ el ]

»

(1) PIHAK KEDUA membuat laporan hasil penyvelenggaraan pelayiuan KB MEKJP i
dan menyerahkan laporan tersebut secarm tertulis kepada FIHAK KESATU. Y

(2} Laporan sebagsimana dimeaksud pade ayvatr (1) dikirimkan kepada PIHAK !'::
KESATU paling lambat 10 (sepulub) Hari Kerja dari pelaksandan pelayanan ;
KB MK.JIP, E‘
Pasal 12 ‘ :

PELAPORAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KB MEJP %

1

(1) Pelaksanaan Pedenjian iml akan dievaluasi secars berkals sekurang- #‘
kurangnva 1 (samu) kall dalam 1 (sary) tahun secars bersgmea-sama olel %
PARA PIHAK. :*I
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(2} Hasil evalunsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diginakan aleh
PARA PIHAK scbagal thasuksan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian
selanjutnya,

Pasal 13
JANGEA WAETU PERJANJIAN

(1) Perjunjian ini berlaku sefak tanggal 20 September 2021 dan berakhir tanggal

19 Seplember 2026, sepanang: tidak terdapat perubshan kebijakan oleh
Pemerintah Kota Yogyakarta atal Pemerintah Pusdal datam penveléngesraan
pelayanan KB MKJP.

(2] Apabila PARA PIHAK bermaksud memperpanjang Perjanjian ini selambart-
lambatnyva 60 (enam pulub) Huri Kerja sebelum bernkhimya junghka waltu
Perjanjian sudah ada kesepatan secam tertilis,

(3) Perjanjian ini tidak beralkhir apabila saluh sat PIHAK yahg menandatangani
Perjanjian ini meninggal dunia slau adima pengubshan din/atad mutasi
jabatan dan/atau perubahan status badan hukum atau kelembagaan PIHAK
KESATU 'maupun PIHAK KEDUA schinges PIHAK maupun  yang
menggantikin t=tap terikat serta wajib mentaar Perjaniian ini,

(4] Berakhirnya Perjanjian ini tddak membebaskan PARA PIHAK untuk
menyelesatkan kéwajiban vang sedang berjalan.

Pasal 14
SANKSI

(1) Dakun hal PIHAK KEDUA terbukti secara nyata tidak melakukan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 avat (1) dan pada pasal-pasal lainpye
dalam Perjanjian ini, maks PIHAK KESATU dapel memberikan teguran secarn
tertulis kepada PIHAK KEDUA.

(2) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Han  Kerna setelah
penyampaian teguran secarn tertulis oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK
KEDUA ternyata PIHAK KEDUA masih beltim melaksanakan kewajibannya,
maka PIHAK KESATU dapat mensngeuhkan pembeayvaran atas Klamm bava
pelayanan KB MEJP yang telah disjukan oleh PTHAK KEPUA sampal dengan
adanya pemenuhan kewajiban oleh PIMAK KEDUA.

) Apabila dalam weakiu 14 {empat belas) Harl Kerja scjak dilakukannyva
penangguhan, pembayaran PIHAK KEDUA masih belum melaksanakan
kewajibannya maka PIHAK KESATU dapat meninjau kembali Perjanjian ini,

Pusal 15
KEADAAN KAHAR

(1) Yeng dimeksud dengan Keadpan Kahar adalah suatu Keadasn vang
terjadinva di luar kemiampunh, kesalihan atal kekuasaan PARA PIHAK dan

FARAF FIHAA KESATU hal 9 dari 13 hol
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= Viing menyebabkan FIHAK ving menealamitve dak dapnt melaksanakan &
12 gtau terpaksa menunda pelaksanasn kewajibannhya dalam Perjanjian ini 1:.
4 Keadaan Kahar tersebut melipuli bencana alam, bencana nonalam, perang
] (baik yang dinyatakan maupun vang tidak dinvatakan), pemberontakan, J;
Py huru-hara, pemogokan umum, kebakaran atau kebijakan Pemerintah Pusat %
I: vang berpenguruh secara langsung terhadap pelaksansan Pedanjian ini. 1=-
% (2) Dalam hal terjadinya peristiwa Keadaan Kahar, maka PIHAK vang terhalang |
. untuk melaksakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK talonya. &
1‘:_'- PIHAK yang terdampak oleh Keadaan Kahar wajib membentahukan adanyo f:
‘s peristiwa Keadnan Kahar terschut kepada PIHAK ying lain secara tertulis 9
t; paling lambat 14 (empat belas) Hard Kerja sejuk suat terjadinya peristiwa 3
i‘:i Kendaan Kahar, vang dikuatkan olch suren keterangam darl pejabat yang ' \
. berwenumg yang moencrangkan adanve peristiwe Keadnan Eahar tersebut. %
.:. PIHAK yang terkena Keadaan Kahar wajib mengupayakan dengan sebailk- ;
& bailnya untuk tetip melaksanakan kewajibannya scbagaimana diatur dalam %
> Perjunijian ini segera setelah peristiva Keadaan Kahar beralchir. :J
;* (3} Apabila peristiwa Keadaan Kahar berlangsung terus hingga melebihi, atan '..ih

-
-

-

dicduga oleh PIHAK vang mengalami Keadaan Kahar akan melebihi jangka

i , ; L

':* waktu 30 {tiga pulub) Hari Kerja, maka PARA PIHAK sepakat untuk mepinjay ':'
- kembali Perjanjian ini. +
~ (4) Seuala kerugian dan/atau biaya vang diderlia oleh salah satu PIAK sebagai ::'
; akibat terjadinya peristiva Keadaan Kahar bukan merupakan tanggungiawab ;*l
& PIHAK yang lain. b
“ b
o Pasal 16 S
;;1 BERAKHIRNYA PERJANJIAN n:-
¥ e ]
& *
% (1) Perjanijian ini berakbir apubila: &
E: a. Jangka Waktu Perjanjian telall berakhir; atau £
3\: b PARA PIHAK sepakat untuk mengakhin Perjanjian mi. -,
.:": (2) Apabila Pérjanjian ini berakhir sebagaimana dimaksud padd ayat (1), segala -
Y akibat yang fimbul akan diselesaikan sesuai ketentuan yang beriaku dan 0 |
;:E atas kesspakatun PARA FIHAK. %
3 -
- Pasal 17 H
b PENYELESAIAN PERSELISIIIAN b
1) g
'» _ )
;, (1) PARA PIHAK semuju dan sepakat untuk menyelesalkan Perselisihan vang %:
" tungkin timbul seliagai akibat darl pelaksanaan Perjanjian ini dengan jalan
L4 musyswarah untuk mencapal mufakat 4
ﬂ‘:. (2) Apablla upava penvelesaian sebagaimana dimaksud pada avar 1 Pasal ini ]:
:q.: Hdak tercapal, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui q-:
ol Badun Arbitrase. -
= ]
:'ll :’i
b4 B falaman 10 darl 12 halaman (&
8 B -
S S N RN S N X S N T R e S S A S A S T
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Pasal 18
KORESPONDENSI

(1] Pemberitahuan, surat menyuratl, komunikasi, pembayaran Biaya Pelayanan
KB MKJP dan/atau korespondensi dalam pelaksanaan Perjanjian inl akan
diberitahikan atau disampailean oleb salah satu PIHAK kepuds PIHAK
lainnya kepada alameat sebagal berikut

PIHAK KESATU
Dinas Pemberdayaan Perempoan Perlindungan' Anak dan Pengehdilian
Penduduk dan Keluarza Bersnesna Kota Yogyakariy

Alarmat ¢ Komplck Kantor Walikota Yogvakarta, Jalan
KRenart Nomor 56 Yogyvakarta 35165

Nomor Telepon : (B274) - 515865

Alamat Ermail ¢ dp3ap2kbiiogaloota go.id

PIHAK KEDUA

Bidan Pipin Herivanti

Alamat - ¢ Jalan  Prapanca  Nomor 57, Mantrijeron
Yogvakarta

Nomor Telepon . 0896-1610-4906

Alamar Email : ibupipin20 | Smgmail.com

[2) Apabila salah satu PIHAK pindab ke alamat lain atau mengubah nomor
telepony nomor faksimili, dan/atau nomor rekening bank, maka PIHAK
tersebut harus lerlebih dahulu fmemberitahukan secara lertulis  Kepada
PIHAK lain paling lembat 14 (empar belas) Harl Kerja sebelumnya.

Pasal 19
LAPORAN AN EVALUASI PELAKSANAAN PERJANJIAN

(1) PARA PIHAK haik secara sendiri-senditi maupun bersama-sama melakukan
pemantavan alas pelaksanaan Perjanjisan il sesusl Kewenangan masing-
masing PIHAK sctiap 6 (enanm) bulan sekall atau dalam kondis| tertentu
sesuai kebutuhan,

[2) PARA PIHAK menyertakan data, informasi maupun dokumer pendukung
vang diperlukan dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksansan
Perjanjian ini

(3) PIHAK KESATU menyampaikan hasil laporan dan eviluss) seboegalrinnag
dimaksud pads ayat (1) kepads Walikots Yopyakarts sedap bulan Mei dan
Novem ber.

[4) Laporan Sebagaimana disebutksn pada avar (3] ditembuskan kepada
Sekretaris Daerab Kota Yogyokartn selaku Ketua TKKSD Kota Yogyukarta;

—

PAMAR PHIAY ENEATU
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4 (3) PIHAK KESATU wajih mengikuti dan melaksanakan cvaluasi kerja sama &
t dacrdh yang diselengunrdkan oleh TKKSD. -
& (B) Hasil evaluasi akan digunakan olel PARA PIHAK sebagai mosukan dan 8
H hahan pertimbangan dalam Perjanfian selanjutnva [

Pasiul 20
LAIN-LAIN

: ki-J'lirl‘L“:.
2 X TN

& (1) Apabila terdapal hal-hal vane tiddk atad belym cukup diatur dalam *
’; Perjanjinn ini dan PARA PIHAK miemsa perlu melakulian pengubahan, maks .:
- mgubahan  tersebut hanva depat dilakukan  berdassrken persetuajuan
* P‘ pe \d
J';l-: ertulis yarg dituangkan dalam suatu perjanjlan tambaban (adendum) yang *
i mengikal sctelah ditandatangani PARA PIHAK dan merupakan bagian vang ﬁ
+ tidak terpisshkin diri Perjanjian inl. 4
,:. (2) HMak dun Kewajiban herdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik %
:.._,‘: sebaman mavpun sclumshnve kepade prhale Tan, keouall derngan perseii) uan ::'
L2 tertulis PARA PIHAK. _ »
i-. (3 Jdika nda salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjaniinn ini ternvata tidak ‘::1
s, sah, tidik betlaku, wlau tidak dupat dilaksonakan berdasarkun hukum atay &
o leputusan wyang berlaku, maka PARA PIHAK dengan ini semuju dan }
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